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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperbatikan
apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akbirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesunggubnya
Allalh Maha Mengetabui apa yang kamn kerjakan. Dan janganlah kamn seperti orang-orang yang
Ilupa kepada Allab, laln Allab menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-
orang yang fasik.' (QS. Al-Hasyr [59]: 18-19)
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Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpabkan
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kepada mereka berkalh dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka
RKami sifsa mereka disebabkan perbwmm?ya.z (QS. Al-A’raf [7]: 96)

! Mushaf al-Quran al-Karim dan Terjemah, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2014.
2 -
Ibid.



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
= UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TRANSFORMASI POLITIK PEMBANGUNAN
MASYARAKAT KAMPUNG SANTRI MUGOMULYO

SUNGAI BATANG RIAU
yang ditulis oleh:
Nama : Muh. Harun, S.H.I.
NIM : 1420310006
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Hari/Tanggal Ujian : Senin, 13 Juni 2016 M/ 08 Ramadan 1437 H

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam
(M.S.I)

Yogyakarta, 24 Juni 2016

‘Prof. Dr. Noorhaidi] MA, M.Phil., Ph.D.
(NP 19711207 199503 1 002

iii



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : TRANSFORMASI POLITIK PEMBANGUNAN
MASYARAKAT KAMPUNG SANTRI MUGOMULYO
SUNGAI BATANG RIAU

yang ditulis oleh:

Nama : Muh. Harun, S.H.L

NIM : 1420310006

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munagasyah

Ketua : Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
Penguji I : Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
Penguji I : Dr. Subaidi, M.Si

Diuji di Yogyakarta pada Hari Senin, 13 Juni 2016 M / 08 Ramadan 1437 H

Waktu :10.00 -11.00 WIB
Hasil/Nilai :91/A
Predikat : Lulus dengan Pujian (Cumlaude)

v



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang
berjudul:

Transformasi Politik Pembangunan Masyarakat Kampung Santri Mugomulyo
Sungai Batang Riau

yang ditulis oleh:
Nama : Muh. Harun, S.H.L.
NIM : 1420310006
Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi  : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam
Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi
Istam.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2016
Pembimbing,

: /) |

-

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIM

Jenjang
Program Studi

Konsentrasi

: Muh. Harun, S.H.L

: 1420310006

: Magister

: Hukum Islam

: Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis berjudul “Transformasi Politik Pembangunan

Masyarakat Kampung Santri Mugomulyo Sungai Batang Riau” ini secara keseluruhan

adalah merupakan karya hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian

yang dirujuk dari sumbernya sesuai dengan ketentuan.

Yogyakarata, 15 Mei 2016

E@‘%AL@ %@ Saya yang menyatakan,

VoW @)
00

=
ARIBURUPIAH

&
Muh. Harun, S.H.L
NIM 1420310006

vi



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Harun, S H.I
NIM : 1420310006
Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis berjudul “Transformasi Politik Pembangunan
Masyarakat Kampung Santri Mugomulyo Sungai Batang Riau” ini secara keseluruhan
adalah benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti merupakan hasil
plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarata, 15 Mei 2016
o Saya yang rpenyatakan,

- NIM 1420310006

vii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan beberapa istilah Bahasa Arab yang belum diserap secara resmi

menjadi Bahasa Indonesia dalam tesis ini, penulis menggunakan transliterasi yang

telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22

Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

No | Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
1 \ Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
2 b Ba B Be
3 & Ta T Te
4 & s g Es (dengan titik di
atas)
5 Jim J Je
d
_ Ha (dengan titik di
6 C . & bawah)
7 . Kha Kh Ka dan ha
C
8 5 Dal D De
9 b 7l 7 Zet (dengan titik di
atas)
10 Ra R Er
W)
11 . Zai Z Zet
)
12 Sin S es
S
13 N Syin S Es dan ye
o y y y
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- Es (dengan titik di
14 ve sad > bawah)
. _ De (dengan titik di
15 Sl Dad b bawah)
16 1 Ta T Te (dengan titik di
i i bawah)
17 1L 73 7 Zet (dengan titik di
bawah)
18 E, ‘Ayn i, o258 Koma terbalik di atas
19 : Gain G Ge
C
20 s Fa F Ef
21 K Qaf Q Qi
22 ) Kaf K Ka
23 J Lam £ El
24 ¢ Mim M Em
25 O Nun N En
26 F Waw W We
27 \ Ha H Ha
28 Hamzah ... Apostrof
s
29 < Ya Y Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan
dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.



Contoh: By Ditulis Al-munawwir

Ta Marbutah
Transliterasi untuk 7a Marbutah ada dua macam, yaitu:
a. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, atau
dammah, transliterasinya adalah, ditulis:

Contoh: Al dand Ditulis Ni’'matullah

b. Ta Marbutah mati

TaMarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah,
ditulis h:

Contoh: A Ditulis hibah

L Ditulis jizyah

. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal
(monoftong), vokal rangkap (difiong) dan vokal panjang.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya adalah:
1) Fathah dilambangkan dengan a

Contoh: P Ditulis daraba

2) Kasrah dilambangkan dengan i
Contoh: H_g Ditulis Fahima

3) Dammah dilambangkan dengan u

Contoh: 9&5 Ditulis Kutaba



b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

1) Fathah + Ya mati ditulis ali
Contoh: ﬁ-j-\gi Ditulis Aidihim
2) Fathah +Wau mati ditulis au

Contoh: oly g Ditulis Taurat

c. Vokal panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut maddah, yaitu harakat dan huruf,
transliterasinya adalah:
1) Fathah + alif, ditulis @ (dengan garis diatas)

Contoh: idal> Ditulis Jahiliyyah
2) Fathah + alif magsiir ditulis @ (dengan garis diatas)

Contoh: T Ditulis Yas'a
3) Kasrah +ya mati ditulis 1 (dengan garis diatas)

Contoh: BT Ditulis Majid
4) Dammah + waumati ditulis & (dengan garis diatas)

Contoh: Py Ditulis furiid

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif
dan lam (J)). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh
huruf gamariyyah.

a. Bila diikuti oleh huruf gamariyyah ditulis a*
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Contoh: O ,4) Ditulis al-Qur’an
b. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam.

Contoh: o) Ditulis As-sunnah

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda appostrof. Namun hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata saja. Bila hamzah itu
terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan

dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan harakat hamzah di awal kata tersebut.

Contoh: Ay Ditulis Al-Ma’
> ;\3 Ditulis Ta'wil
Jﬁi Ditulis Amr
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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar keprihatinan penulis terhadap terhadap berbagai
fenomena politik pembangunan yang terjadi khususnya di daerah-daerah pelosok pedesaan
khususnya di wilayah Sumatra. Tidak sedikit masyarakat yang terbelenggu dalam dalam
sistem kekuasaan politik yang menjadikan kondisi dan akses kehidupan mereka dalam
keterbelakangan yang berkepanjangan. Dalam keadaan yang demikian nasib mereka bertumpu
pada dua pilihan; Pertama, bertahan dengan lokalitas tradisi dan budaya mereka sendiri dan
menjadikan taraf kehidupan tidak ketingalan. Kedua, Adanya perubahan sistem birokrasi yang
dapat memihak kepada masyarakat dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang pro
masyarakat. Problematika politik dan pembangunan yang terjadi pada Masyarakat
Mugomulyo merupakan salah satu bentuk gambaran bagaimana pertautan antara politik dalam
arti kekuasaan dan prerogatif kewenangan atas kebijakan-kebijakan pembangunan pada
wilayah-wilayah pelosok pedesaan. Sistem birokrasi yang mengacuhkan kesejahteraan
masyarakat dan cenderung diskriminatif telah mendorong perjuangan warga masyarakat
Mugomulyo untuk melepaskan diri dari kungkungan diskriminasi dan ketidakadilan politik
tersebut. Penelitian ini mengungkap dinamika dan pergolakan yang terjadi pada masyarakat
Mugomulyo serta tindakan-tidakan yang dilakukan sebagai proses ke arah transformasi politik
pembangunan, di mana masyarakat akan memiliki otoritas formal dan kekuatan dalam
struktur politik untuk membangun wilayahnya dengan dengan kebijakan-kebijakan yang
ditentukan sendiri.

Penulis mencermati problem dan kenyataan yang terjadi dilapangan berdasarkan data-
data yang dihimpun melaui sumber observasi, wawancara, serta dokumen-dokumen yang
diperlukan dengan menggunakan logika teori strukturasi dan tindakan political etic, dimana
para aktor pembangunan menunjukkan perannya sebagai agen secara kultural dapat
menempati posisi dan memiliki power dalam ranah struktural, sehingga mereka bisa menjadi
promotor bagi terlaksananya kebijakan sesuai dengan nilai-nilai dan sistem norma yang
berlaku pada masyarakat yang menjadi pendorong bagi mereka mengambil kebijakan.
Tindakan mereka didasarkan pada nilai dan norma-norma agama, sosial dan budaya yang
berlaku, selanjutnya akan dilihat bagaimana hal tersebut berimplikasi pada proses
pembangunan yang dilakukan sehingga membentuk tatanan pemerintahan yang berkarakter
dan berkebudayaan.

Hasil penelitian menemukan berbagai fakta yang menunjukkan bahwa Masayarakat
Mugomulyo merupakan kelompok masayrakat yang sebetulnya telah memiliki kemapanan
dalam tradisi dan kehidupan keberagamaan sebagai basis mengelola mangelola masyarakat
dengan kearifan lokal mereka yang diakomodir dengan kepemimpinan kultural yang memiliki
peran lebih dominan dalam mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan termasuk dalam
pembangunan fisik maupun non fisik. Dualisme kepemimpinan terjadi karena sistem
pemerintahan formal yang kurang berpihak pada masyarakat dan cenderung diskriminatif
dalam berbagai kebijakan pembangunan, sehingga tidak dapat dirasakan perannya dalam
meningkatkan taraf kebutuhan masayarakat. Namun dalam perkembangannya, kekuatan
kultural saja dirasa tidak cukup menjadi sarana mencapai keberhasilan pembangunan dalam
skala besar tanpa didukung oleh kekuatan struktural. Hal itu mendorong para aktor berupaya
melakukan tindakan-tindakan sebagai upaya memperoleh kemerdekaan politik secara
struktural untuk menggapai perubahan. Upaya penting yang dilakukan ialah mengupayakan
pemekaran Desa Mugomulyo dengan negosiasi dan proses yang panjang dengan para pejabat
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pemerintah yang berwenang, khususnya para wakil rakyat yang memperkuat aspirasi yang
disampaikan dan membahasnya dalam sidang anggota dewan, serta BPMPD sebagai lembaga
yang berwenang mengkaji potensi dan pengembangan desa. Setelah hal itu tercapai kemudian
mendudukkan para tokoh yang berkompeten yang telah menjadi agen masyarakat dari
kalangan warga Mugomulyo dalam struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga desa,
merancang proggram pembangunan partisipatif dan mengalokasikan dana desa untuk
pembangunan mental dan spiritual secara berimbang, meregulasikan nilai-nilai norma yang
sesuai dengan tutunan agama, tradisi dan adat istiadat yang telah berlangsung sebelumnya ke
dalam peraturan desa hingga memiliki legitimasi dan kekuatan secara formil sebagai dasar
untuk mengelola kehidupan masyarakat. Beberapa upaya tersebut merupakan strategi politik
pembangunan yang menjembatani terjadinya perubahan Masyarakat Mugomulyo ke arah yang
lebih baik, dan memiliki otonomi politik secara struktural untuk mengelola diri sesuai dengan
nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat yang diinginkan. Sehingga
terwujudlah apa yang disebut sebagai sebuah transformasi politik pembangunan.

Keyword : Transformasi politik pembangunan, Masyarakat Mugomulyo
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan masyarakat dalam suatu negara demokrasi adalah
merupakan tujuan dari demokrasi itu sendiri, karena demokrasi mencita-
citakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara secara merata." Pembangunan pada dasarnya
merupakan usaha meningkatkan taraf dan mutu kehidupan. Dengan demikian
pembangunan dapat dikategorikan sebagai perubahan yang direncanakan oleh
pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perubahan, dan meningkatnya taraf
hudup masyarakat.> Dalam hal ini, tentu saja pemerintah sebagai pemegang
kendali kebijakan memiliki peranan besar, khususnya dalam menentukan arah

kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Dalam berbagai kenyataan, gaya yang diterapkan oleh rezim yang
berkuasa menjadi faktor penentu yang paling utama bagi bagi tegaknya nilai-
nilai demokrasi di dalam masyarakat, termasuk dalam proses pelaksanaan
pembangunan dan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang dicita-
citakan. Di sinilah pentingnya peran para aktor yang memiliki integritas tinggi
dan kapabel dalam struktur sosial politik masyarakat, sehingga mereka dapat

malaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan proporsi masing-

! Lihat Mubyartyo, Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia, Cet. Ke-1,
(Yogyakarta: Aditya Media, 1996), him. 8.

2 Soleman B. Taneko, Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantara Sosiologi
Pembangunan, Cet. Ke-1, (Jakarta: CV Rajawall, 1984), him. 160.



masing, yaitu sebagai pemegang dan pelaksana amanah dalam tampuk kuasa.
Hal itu menjadi orgen karena setiap rezim kekuasaan di berbagai daerah pasti

tidak dapat lepas dari karakter para aktor dan elit yang bermain di dalamnya.

Lepasnya otoriterianisme Orde Baru yang diiringi dengan hadirnya era
reformasi diharapkan proses demokratisasi politik dan pembangunan semakin
baik. Skat-sekat yang membatasi hak masyarakat untuk begerak di ruang
publik dapat disingkirkan, supremasi hukum dapat ditegakkan, dan keadilan
dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa batas. Namun hal itu ternyata
tidak semudah membalik telapak tangan. Sistem birokrasi yang didominasi dan
dimainkan sekelompok oknum politik dan pejabat yang korup dan nepotisme,
seakan telah menjadi habitus dan tabi’at para aktor politik dari waktu ke waktu
yang tidak mudah dengan serta-merta secara frontal untuk berubah. Kendati
reformasi telah bergulir, namun diskriminasi dan ketidakadilan masih saja
terjadi di mana-mana. Termasuk dalam hal pemerataan pembangunan sampai
pada level pedesaaan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Sering kali
masyarakat bawah (pelosok pedesaan) hanya menjadi objek dan lahan atas
proyek-proyek yang telah diborong oleh pihak-pihak yang memiliki relasi kuat
dengan penguasa, diturunkan secara tiba-tiba tanpa adanya dialog yang
mempertimbangkan asas manfaat dan daya gunanya untuk kebutuhan
masyarakat yang bersangkutan. Maka masyarakat pun tetap hidup dengan
keadaan mereka yang serba terbelakang dan tertinggal dari sisi pembangunan
infrastruktur, akses media, ekonomi, pendidikan, serta sarana dan prasarana

kebutuhan yang perlu sokongan pemerintah. Kenyataan tersebut nampak nyata



khususnya pada daerah-daerah yang secara geografis memiliki cakupan
wilayah yang luas. Seperti halnya di daerah-daerah pelosok Sumatra, yang
hingga saat ini tidak sedikit yang hidup secara tradisional, akses jalan yang
sulit ditempuh karena becek dan belum tersentuh pengerasan, malam hari gelap
dan umumnya masyarakat hanya berlampu sentir dengan bahan bakar minyak

tanah, dengan biaya yang jauh lebih mahal.®

Dalam dinamika masyarakat yang berkembang memang tidak terlepas
dari adanya hubungan (relasi) antar individu dan kelompok serta pihak-pihak
yang saling membutuhkan, termasuk para penentu kebijakan adalah sebuah
keniscayaan. Para penentu kebijakan dan wakil rakyat bagi masyarakat adalah
para figur yang diharapkan dapat menjadi tumpuan sebagai penyalur aspirasi
dan kepentingan dalam pembangunan. Namun sesuatu yang menjadikan
masyarakat kecewa adalah sistem perwakilan yang ada tidak lain hanyalah
gambar saja. Bukan rahasia lagi para aktor politik yang ada hanya
memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok yang telah melakukan
transaksi politik sebelumnya, atau kelompok-kelompok yang mengusung
kemenangan mereka, atau daerah tempat kelahiran mereka. Sampai level desa
pun yang terjadi prioritas pembangunan berkisar pada wilayah yang menjadi
induk pusat penyelenggaraan pemerintah. Dengan kata lain, semakin jauh
masyarakat dari pusat kekuasaan dan para aktor penguasa maka semakin
termarjinalkan dan semakin terbelakang. Kenyataan inilah yang menjadikan

masyarakat bergolak dan berupaya membangun kekuatan serta mengorganisir

% Seperti yang penulis saksikan, di antaranya terjadi di sebagian besar pelosok-pelosok
desa kecamatan Sungai Batang dan sekitarnya sampai akhir tahun 2015.



diri secara tradisional untuk membangun eksistensi mereka dalam lingkup
lokal. Demikianlah yang antara lain terjadi pada masyarakat Mugomulyo

Sungai Batang yang menjadi tempat penelitian penulis.

Masyarakat Mugomulyo adalah salah satu contoh di mana masyarakat
tersebut memiliki kekhususan tradisi dan budaya yang telah dibangun sejak
awal mulanya di antara beberapa wilayah kabupaten Indragiri Hilir. Secara
historis distrik perkampungan Mugomulyo telah dirintis untuk dijadikan
perkampungan sejak kemerdekan Republik Indonesia Tahun 1945 oleh para
ulama yang yang datang dari Jawa dan tokoh lainnya, yang mana kampung
tersebut dicita-citakan menjadi kampung santri atau desa santri,* dengan
didirikannya pondok pesantren yang dibina dan dikelola oleh masyarakat.
Dengan demikian secara sosiologis Mugomulyo merupakan wilayah yang
sejak awalnya telah memiliki kemapanan dalam ranah sosial keagamaan di
lingkungan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, dan diperhitungkan masyarakat
luar sebagai pusat pendidikan keagamaan (pesantren) dan basisnya para ulama
(kaum agamawan). Namun ironisnya hingga berakhirnya rezim Orde Baru dan
bergulir reformasi, Mugomulyo jauh dari perhatian pemerintah formal dan
termarjinalkan dari sisi pembangunannya, baik dalam bidang infrastruktur,
ekonomi, akses media maupun sarana-sarana sosial lainnya. Inilah yang
menyebabkan terjadinya pergolakan dalam masyarakat yang mendorong
perjuangan mereka untuk melepaskan diri dari kungkungan diskriminasi dan

ketidakadilan politik, dengan berbagai tindakan politik yang dilakukan ke arah

* Lihat, Ahmad Masyhuri, Sejarah Pondok Pesantren Al-Huda Al-llahiyah Mugomulyo,
(Benteng Reteh: YPPH, 1993), him. 20.



terjadinya transformasi politik pembangunan, di mana masyarakat Mugomulyo
memiliki otoritas penuh dalam struktur politik untuk membangun wilayahnya

dengan support dari pemerintah atau negara.

Pengkajian terhadap transformasi daerah-daerah pedalaman haruslah
bergerak ke luar dari berbagai agenda yang ada sebagaimana tersebut di awal,
mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan penting mengenai bagaimana
tekanan-tekanan yang saling bertentangan yang dihadapi oleh masyarakat
setempat, dan bagaimana semua itu ditangani dalam praktek kehidupan mereka
sehari-hari. Masyarakat pedalaman (masyarakat yang hidup di daerah-daerah
pelosok) tidaklah selalu identik sebagai masayarakat yang bodoh, kurang
beradab, dan keras kepala atau jahat, seperti klaim negatif sebagian orang.
Tidak sedikit kenyataan yang menunjukkan hal sebaliknya,®> di mana
masyarakat yang hidup di daerah pedalaman justru lebih beradab, lebih ramah,
lebih peduli dan hormat kepada sesamama. Kerasnya kehidupan yang mereka
hadapi menjadikan mereka semakin dewasa dan cerdas, kebiasaan hidup yang
sederhana dan berbaur dengan alam menjadikan mereka lebih mengenal
lingkungan, memiliki solidaritas yang kuat dan peka terhadap masalah-masalah
lingkungan. Hanya saja, potensi dan sisi positif mereka itu terkadang tertutup
oleh asumsi-asumsi negatif sebahagian peneliti pada beberapa bagian wilayah

lain yang digeneralisir.® Hanya saja sistem birokrasi dan kekuasaan yang

® Baca, Tania Murray Li, Transforming of Indonesian Upland: Marginality, Power and
Production, Terj. Sumitro, berjudul Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia, Cet.
Ke-1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), him. 1-5.

® Tidak sedikit para peneliti daerah-daerah pedalaman atau pelosok pedesaan yang melihat
persoalan hanya sekilas dan terlalu dini mengambil kesimpulan. Hal tersebut umumnya dilakukan
oleh orang-orang asing (orang luar daerah setempat) yang didasarkan atas motif kepentingan atau



diskriminatif dan cenderung nepotis menjadi salah satu faktor terhambatnya
proses pembangunan daerah-daerah pelosok tersebut. Sehingga dalam banyak
hal kepemimpinan struktural formal tidaklah memberikan pengaruh banyak
bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat. Namun mereka dapat eksis

dengan tradisionalitas dan kearifan lokal mereka sendiri yang dipertahankan.

Dalam pada itu, problem yang dihadapi oleh masyarakat bawah yang
ada di pelosok-pelosok pedesaan sering kali dianggap sebagai persoalan kecil
dan remeh, yang karenanya kurang penting untuk dibahas dan diangkat ke
permukaan. Penelitian-penelitian yang berupaya mengungkap berbagai
persoalan mereka pun menjadi jarang dilakukan oleh para peneliti. Sekiranya
ada hal tersebut sedikit sekali yang dilakukan secara mendalam, dengan benar-
benar mengungkap berbagai kompleksitas persoalan yang ada. Sementara itu
karakteristik masyarakat pelosok berbeda dengan masyarakat kota yang telah
didukung dengan berbagai kemajuan. Mereka mengalami dan merasakan
permasalahan yang sangat berat, tetapi mereka tidak pandai menceritakan
dalam banyak kata-kata. Sehingga apa yang tersimpan di dalam perasaan
mereka lebih besar daripada yang dapat mereka ungkapkan (karena
keterbatasan kemampuan komunikasi), yang karenanya secara sekilas
persoalan mereka nampak sederhana dan kecil. Sementara orang kota

cenderung lebih lihai beretorika untuk persoalan mereka, sehingga persoalan

proyek dari instansi tertentu yang dibatasi dengan waktu tertentu. Atau karena berorientasi pada
uang karena tingginya bayaran yang diberikan, sehingga tidak ubahnya mereka menjadi budak
survei. Dalam hal yang demikian terkadang mereka terlalu dini mengambil kesimpulan dan
mengabaikan fakta sebenarnya yang terjadi dan dialami oleh masyarakat dengan kompleksitas
persoalan yang ada. Baca, Robert Chambers, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Cet. Ke-2,
(Jakata: LP3ES, 1988), him. 36-75.



yang sederhana terkadang nampak sebagai persoalan besar. Oleh karena itu
intimitas dalam penelitian merupakan sesuatu yang penting dalam konteks

masyarakat di pelosok-pelosok pedesaan.’

Dalam kaitannya dengan politik dan kekuasaan, sering kali masyarakat
bawah itu dibodohi tetapi mereka tidak tahu. Sering kali mereka didiskriminasi
dalam kebijakan-kebijakan untuk sekelompok orang tetapi tetap tenang saja
karena tahu. Sering kali pula mereka diperalat sebagai batu loncatan untuk
memperoleh kekuasaan, tetapi mereka juga tidak mempersoalkannya. Sehingga
mereka tetap sebagaimana keadaan mereka yang tidak berkembang, dan para
manuver kekuasaan semakin tumbuh subur di atas kesengsaraan
masyarakatnya. Oleh karena itu penulis melihat bahwa persoalan yang
dihadapi oleh masyarakat pelosok merupakan masalah yang serius dan penting
diangkat dipermukaan untuk dijadikan tema-tema penting dalam kajian

penelitian secara lebih mendalam.

Penelitian ini hendak menilik bagaimana sekelompok masyarakat yang
ada di daerah pelosok desa dapat bertahan hidup dan mampu membangun
sebuah tatanan masyarakat dengan kearifan lokal mereka di tengah
ketimpangan sistem birokrasi yang mendeskreditkan mereka dalam berbagai

kebijakan pembanguanan. Penelitian ini juga melihat bagaimana proses

" Intimitas dalam melakukan penelitian dapat diterjemahkan sebagai kedekatan antara
peneliti dan objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan dengan berperanserta atau terlibat
langsung dan berbaur dengan masyarakat sebagai objek yang diteliti. Menurut Mulyana, penting
kiranya seorang peneliti dapat memainkan berbagai peran yang sesuai dengan situasi, untuk
menciptakan hubungan yang cukup nyaman dengan mereka, keterjagaan hubungan adalah kunci
penting, sehingga dengan demikian ia dapat melihat dunia disekeliling mereka. Baca, Deddy
Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru llmu Komunikasi dan Ilmu Sosial
Lainnya, Cet. Ke-10, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), him. 60.



perjuangan yang dilakukan untuk mencapai perubahan dan kemajuan dalam
pembangunan dimana masyarakat memiliki power untuk mengatur dan
mengarahkan kebijakan sebesar-besarnya untuk pembangunan masyarakat di
berbagai bidang. Juga nilai-nilai norma yang mendorong semangat mereka
tanpa pamrih dan tendensi kepentingan pribadi kelompok perorangan.
Demikianlah Kira-kira gambaran politik yang terjadi dan dirasakan oleh
masyarakat Mugomulyo sepanjang hampir satu dasa warsa. Masyarakat
Mugomulyo sebetulnya bukan masyarakat yang bodoh dan terbelakang dari
segi pengetahuan. Namun mereka terisolasi dalam sistem kuasa yang kurang

memihak dan memperatikan kehidupam mereka.

Penulis memilih Masyarakat Kampung Santri Mugomulyo sebagai
objek wilayah penelitian; pertama, sebagai wilayah yang memiliki nasib tidak
jauh dengan wilayah-wilayah tertinggal lainnya, namun di dalam Masyarakat
Mugomulyo terdapat dinamika yang relatif berbeda dalam menjaga eksistensi
dan memperjuangkan ketertinggalannya, di mana hasil dari penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan perbandingan bagi masyarakat-
masyarakat tertinggal yang ingin berubah. Kedua, dalam hal ini penulis
menempatkan diri sebagai insider yang juga berperan serta dalam proses
dinamika yang terjadi, sehingga dapat lebih mudah dalam mengungkap,
mendalami dan memahami kompleksitas persoalan yang terjadi dan dihadapi
oleh masyarakat secara utuh berdasarkan fakta yang sebenarnya karena
keterlibatan dan keintiman penulis dengan masyarakat dalam waktu yang

relatif lama sehingga hal-hal yang masyarakat tidak dapat ceritakan melalui



penuturan wawancara pada umumnya penulis dapat memahami dan tidak
meninggalkannya sebagai sumber atau bahan yang dapat menyempurnakan

kesimpulan hasil dari penelitian yang dilaukan.
. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas arah dan fokus kajian, berdasarkan latar belakang
yang telah disebutkan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang
hendak dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem sosial dan budaya Masyarakat Mugomulyo, dan

kaitannya dengan sistem birokrasi politik yang terjadi?

2. Tindakan-tindakan politik apa saja yang dilakukan oleh para tokoh
masyarakat atau para aktor sebagai strategi membangun Masyarakat

Mugomulyo?

3. Bagaimana proses politik pembangunan yang terjadi sebagai sebuah
transformasi, dan bagaimana signifikasi serta pengaruhnya terhadap

kemapanan sosial keberagamaan dan budaya Masyarakat yang telah ada?

. Maksud, Tujuan dan Signifikansi Teoritis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini
dilakukan dalam upaya:
1. Menjelaskan kondisi sosial dan budaya Masyarakat Mugomulyo serta
kaitannya dengan sistem birokrasi politik yang melingkupinya di wilayah
Sungai Batang Indragiri Hilir Riau yang mendorong dilakukannya tindakan

untuk perubahan.
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2. Menjelaskan tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh masyarakat dan
para aktor sebagai strategi untuk pembangunan Masyarakat Mugomulyo
sehingga masyarakat memiliki daya dan kekuatan secara stuktural untuk
membangun Kampung Santri Mugomulyo. Juga bagaimana politik
pembangunan tersebut menjadi alternatif untuk membangun Masyarakat
dalam berbagai sektor, baik yang bersifat meterial maupun non material.

3. Menjelaskan proses politik pembangunan yang terjadi sebagai sebuah
transformasi, dan bagaimana signifikasi serta pengaruhnya terhadap

kemapanan sosial keberagamaan dan budaya Masyarakat yang telah ada.

Secara teoritis, proses trnsformasi terjadi ketika para aktor yang terdiri
dari para ulama dan Tokoh Masyarakat Mugomulyo memainkan peran dan
fungsinya sebagai agen dan dalam posisinya dalam struktur sosial masyarakat.
Bagaimana ditindakan-tindakan yang dilakukan menuju perubaha dilakukan,
berangkat dari sebuah gagasan-gagasan pembangunan yang dilahirkan yang
dikomunikasikan dengan masyarakat dan para pihak-pihak yang berwenang,
sehingga menjadi wacana dominan pada masyarakat yang dapat menyatukan
tekad, keinginan dan tujuan mereka. Juga signifikasinya dalam ranah
struktural, apa yang menjadi keinginan seluruh lapisan masyarakat tersebut
beserta jejaring yang telah menjadi agen di berbagai wilayah menjadi kekuatan
Masyarakat Mugomulyo untuk memiliki nilai tawar yang diperhitungkan bagi
para birokrat, di mana mereka memerlukan dukungan, namun masyarakat juga
memiliki kepentingan untuk diperjuangkan perkembangannya. Di sinilah

terjadi konsensus politik antara para penguasa struktural dengan masyarakat,
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menguatnya pengaruh para agen (pimpinan dan para tokoh masyarakat) di
lingkungan para birokrat menghasilkan power dan dimekarkannya Mugomulyo
menjadi wilayah yang merdeka secara politis, yang menghantarkan pada

terjadinya transformasi dalam politik dan pembangunan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan literatur
khazanah keislaman, khususnya dalam bidang politik, dan berguna
memberikan inspirasi bagi aktor-aktor pembangunan masyarakat ke depan ke
arah yang lebih baik, demokratis dan terarah sesuai dengan tatanan nilai-nilai

agama, budaya dan dinamika masyarakat yang berkembang.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan reaserch terlebih dahulu pennulis berupaya
mencari dan mengkaji beberapa literatur terkait yang merupakan hasil dari para
peneliti sebelumnya berkenaan dengan masalah transformasi politik
pembangunan guna menempatkan polisi penulis di antara penelitian-penelitian

yang telah ada.

Hasil pencarian penulis mendapatkan beberapa penelitian yang
bertemakan transformasi, antara lain Tesis yang ditulis oleh Siti Nur Hidayah
berjudul “Islamic social Transformation, Study on Empowerment Effort of
Muhammadiyah in Peasan Community”.® Dalam tesisnya ini ia menekankan
pembahasan pada upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh

Muhammadiyah melauli dakwah yang dikembangkan dan upayanya

® Siti Nur Nidayah, “Thesis Departement of Interdisiplinary Islamic Studies on Social
Work”, PPs UIN Sunan Kalijaga, 2007.
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mengorganisir masyarakat dengan program-program seperti peningkatan mutu
pertanian, dan pemberdayaan perekonomian. Penelitian tesis tersebut
didasarkan pada data-data melalui interview dan observasi. Namum sepertinya
kajian yang dilakukan tersebut hanya mengeksplor data-data dan tidak ada

penjelasan teori yang menyatakan sebagai terjadi sebuah transformasi.

Bahtiar Efendi dengan bukunya yang berjudul Islam dan Negara,
Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia.® Membahas
berbagai hal tentang discorse hubungan Islam dengan negara beserta
fenomena-fenomena sosial yang terjadi di Indonesia, dengan pendekatan
historis dan hermeneutika atau interpretatif yang kemudia diarahkan pada
analisis komparatif. Buku ini merupakan tulisan ilmiah berkenaan dengan
berbagai gagasan dan konsep, dan tidak dikaitkan dengan persoalan

pembangunan.

Buku Zainudin Maliki berjudul Sosiologi Politik, Makna Kekuasaan
dan Transformasi Politik,"® merupakan rangkaian kajian kritis mengenai isu-
isu penting yang berkaitan dengan kekuasaan (power), relasi state dengan civil
society, demokrasi dan formasi masyarakat klasik maupun kontemporer, elit
dan kajian kelas, serta kajian stabilitas dan instabilitas sosial. Isu-isu tersebut
dikaji dengan mengacu pada banyak pemikiran. Dikaji pula dalam buku ini

tentang relasi elit dan masyarakat dalam konteks pengelolalan kekuasaan.

% Bahtiar Efendi, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998.

10 Zainudin Maliki, Sosiologi Politik, Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik,
Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
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Transformasi dan perubahan politik menuju kepolitikan multidimensi

ditempatkan sebagai langkah konsolidasi.

Berdasarkan penelusuran tersebut, penulis dalam penelitian ini
menpatkan posisi yang berbeda berbeda dengan yang lain, baik dalam segi
objek, teori, maupun konteks penelitian. Objek penelitian penulis dalam hal ini
menilik dinamika dan realitas politik pembangunan yang terjadi di lingkungan
Kabupaten Indragiri Hilir Riau, yang secara spesifik penulis khususkan pada
Masyarakat Mugomulyo Sungai Batang dalam proses transformasi politik
pembangunan yang dilakukan, sebagai rentetan dari pergolakan yang terjadi
pada masyarakat karena tatanan sistem politik yang tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai etik yang dijunjung tinggi oleh
masyarakat. Penulis  menganaslisa  persoalan  tersebut  dengan
mengkolaborasikan logika teori strukturasi, political etic dan tindakan. Adapun
konteksnya dalam hal ini tentang persoalan pembangunan dikaitkan dengan
politik kekuasaan dan para aktor yang bermain di dalamnya serta nilai-nilai

yang mempengaruhinya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Penelitian yang dilakukan ini menilik persoalan lapangan (field mere)
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif —karena data yang
terkumpul akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini disebut juga dengan

metode naturalistik, karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah
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(bukan eksperimen) di mana peneliti dalam hal ini berperan sebagai

instrumen kunci.'!

2. Pendekatan
Dalam mengkaji persoalan yang terjadi terkait pokok-pokok
pembahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan,

di antaranya ialah pendekatan sosial politik, budaya, dan keagamaan.

3. Sumber penelitian dan teknik Pengumpulannya
Sumber-sumber yang dijadikan referensi dalam penelitian ini
didasarkan pada realita, fakta dan data yang ada yang penulis dapatkan dari
berbagai tempat dalam berbagai kesempatan. Ketiga istilah tersebut sering
digunakan secara bergantian, tetapi sebenarnya masing-masing memiliki

12

makna yang berbeda.™ Adapun sumber utama bahan-bahan penulis

diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

a. Obseravasi
Teknik ini digunakan berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja,
dan gejala-gejala alam yang ada. Berdasarkan segi proses pelaksanaan
pengumpulan data yang ada, observasi di sini dibagi ke dalam dua

kategori, yaitu:

1) Observasi berperanserta (participan observation); dalam hal ini

penulis sebagai peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari

1 prof. Dr. Sugoyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet. Ke-23,
(Bandung: Alfabeta, 2016), him. 8-9.

2 Baca  Moh. Soehadha, Metodologi Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif, cet. ke-1,
(Yogyakarta: Bidang Akademik UIN SUKA: 2008), him. 45-47.

3 Sugoyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, him. 145.
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Masyarakat Mugomulyo yang menjadi obyek penelitian. Dari
situlah penulis menghasilkan berbagai informasi dari sumbernya.

2) Observasi non-partisipan; dalam hal ini penulis sebagai peneliti
tidak terlibat langsung dalam aktivitas objek yang sedang diamati,

melainkan hanya sebagai pengamat independen.

b. Interview (wawancara)
Teknik ini digunakan ketika penulis hendak melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Juga
di saat penulis ingin mengetahui berbagai hal dari responden atau
informan yang dapat dipercaya secara lebih mendalam tentang suatu

permasalahan.

Teknik pengumpulan informasi berdasarkan wanwancara dapat
terbagi menjadi dua, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara
terstruktur biasa digunakan ketika seorang peneliti telah mengetahui
dnegan pasti informasi yang akan diperoleh. Dalam hal ini peneliti
biasa mempersiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis
dan alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan, di mana para
responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data akan
mencatatnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur atau atau
diistilahkan dengan wawancara bebas ialah wawancara yang dilakukan
dengan tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara

sistematis.* Dalam hal ini penulis lebih banyak menggunakan jenis

% 1bid., him. 138-141.
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yang kedua, karena selain lebih dapat mendalami persoalan dari
sumbernya, penulis mengharapkan banyak hal-hal baru yang akan
penulis dapatkan dari para informan yang sebelumnya belum diketahui

oleh penulis.
c. Dokumen dan arsip

Dokumen ialah merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah
berlalu. Dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental
dari seseorang.’> Dokumen-dokumen yang penulis gunakan sebagai
sumber informasi atau data dalam penelitian ini di antaranya ialah
catatan-catatan keuangan, anggaran belanja, surat-surat, gambar-

gambar, data dinding, arsip, dan lain sebagainya.
4. Analisis data

Berbagai informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber
selanjutnya penulis masukkan dan klasifikasi sesuai dengan kelompoknya
sebagai bahan membahas problem research yang telah penulis kemukakan
sebelumnya. Demikian halnya analisis yang penulis terapkan dalam
penelitian ini penulis lakukan bersifat conten analysis sesuai dengan isi
variabel-variabel persoalan yang dibahas dalam masing-masing bab.
Adapun alur dan logika yang penulis gunakan dalam analis secara umum
didasarkan pada logika teori yang penulis gunakan, sebagaimana akan

disebutkan dalam pembahasan selanjutnya.

> Ibid., him. 240.



17

F. Kerangka Teoretik

Penelitian ini dilakukan guna mempelajari gejala-gejala sosial dan
dinamika politik yang terjadi pada Masyarakat Mugomulyo. Sebagai
masyarakat yang termarjinalkan dengan minimnya akses politik dalam sektor
pembangunan, diskriminasi dan ketidakadilan struktural, beserta serangkaian
problem yang dihadapinya, mendorong upaya melakukan tindakan-tindakan
para aktor lokal sebagai strategi politik membangun Mugomulyo ke arah yang
lebih baik, dan memiliki otonomi politik secara struktural untuk mengelola diri
sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat yang
diinginkan. Sehingga terwujudlah apa yang disebut sebagai sebuah
transformasi politik pembangunan. Dalam hal ini penulis hendak sungguh-
sungguh melihatnya secara cermat kronologi peristiwa dan fakta-fakta yang
sebenarnya dengan menggunakan teori-teori yang relevan, untuk memperoleh
kesimpulan yang akurat, berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber
yang dapat dipertanggungjawabkan. Terkait dengan itu, dalam penelitian ini
penulis berupaya mengklaborasikan beberapa teori sebagai pisau analisis
beberapa persoalan berkenaan dengan pokok-pokok persoalan sebagaimana

yang telah disebutkan di muka, antara lain yaitu:
1. Teori strukturasi

Teori strukturasi yang diperkenalkan oleh Antony Gidden,*® berbicara

mengenai hubungan antara struktur (stucture) dan pelaku (agen), yang

16 Anthony Giddens Giddens adalah teoritis sosial Inggris masa kini yang sangat penting
dan salah seorang dari sedikit teoritisi yang sangat berpengaruh di dunia. karya Giddens mencapai
puncaknya dengan terbitnya buku The Constitution of Society : Outline of the Theory of Society,
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merupakan proses terbentuknya sebuah struktur itu sendiri.'” Menurutnya,
ada pararelitas antara perspektif struktural dan fungsional, vyaitu
pengebawahan pelaku dan tindakan pelaku pada totalitas. Berbeda dengan
mereka yang menyatakan bahwa obyektivitas struktur sosial dalam
fungsionalisme ataupun struturalisme bersifat beroposisi dan mengekang
pelaku, namun menurutnya objetivitas struktur tindakan bersifat eksternal,
tetapi tidak dapat dipisahkan dari tindakan dan praktek sosial yang
dilakukan.'® Strukturasi juga berbicara mengenai tindakan. Gidden
mengkaji hakikat tindakan manusia, institusi sosial dan hubungan antara

tindakan dan institusi.*®

Struktur dipandang oleh Gidden sebaga aturan-aturan (rule) dan
sumber-sumber. Aturan-aturan yang dimaksud bersifat konstitutif dan
regulatif guna memberikan sebuah pemaknaan dan norma. Sedangkan
sumber menunjuk pada distribusi sumber yang bersifat alokatif dan

otoritatif yang terkait langsung dengan persoalan power.

Gidden memandang subjek dan objek, agen dan struktur, serta
struktur dan proses sebagai dualitas bukan dualisme. Dualitas struktur pada
dasarnya memandang struktur dan individu aktor berinteraksi dalam

proses produksi dan reproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial.

yang merupakan pernyataan tunggal bahwa sifat dualisme tidak selalu bisa dihapus dari hubungan
antara pelaku dan struktur.

" prof. Dr. 1.B. Wirawan, Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial,
Definisi Sosial & Fakta Sosial, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), him. 292.

8 1bid., him 292.
2 1bid.
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Artinya aktor merupakan hasil dari struktur, tetapi aktor juga menjadi
mediasi bagi terbentuknya struktur baru.?® Menurutnya pula bahwa masa
produksi aksi adalah juga masa reproduksi di dalam konteks penerapannya
dalam kehidupan. Dalam memproduksi struktural, para agen juga

memproduksi keadaan di mana aksi-aksi tersebut dapat dilaksanakan.*

Menurut Barker Strukturasi mengandung tiga dimensi, yaitu sebagai
berikut: Pertama, pemahaman (understanding), yaitu menyatakan cara
agen memahami sesuatu. Kedua, moralitas atau arahan yang tepat, yaitu
menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan. Ketiga,
Kekuasaan dalam bertindak, yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu

keinginan.?

Berkenaan dengan tindakan, menurut Weber tindakan sosial
membantu memperbaiki pemahaman tentang watak dan kemampuan-
kemampuan aktor sosial secara individual melalui sebuah tipologi tentang
berbagai cara dimana individu yang bersangkutan bisa bertindak di dalam
lingkungan eksternalnya. ia membedakan empat tipe tindakan sosial yang

berbeda-beda dimana seorang aktor bisa terlihat, yaitu;*

1. Tindakan rasional bersifat instrumental, adalah tindakan yang ditujukan

2 1pid., him. 45
2L 1bid., him . 297-298.

22 Argyo Demartoto, Teori Strukturasi Dari Anthony Giddens, http://argyo.staff.uns.ac.id.
Diakses 17 Desember 2015

2 Bryan S. Turner, Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern, (Yogyakarta: Putaka
Pelajar, 2012), him. 115.


https://id.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Individu
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Instrumental
http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/02/05/teori-strukturasi-dari-anthony-giddens/
http://argyo.staff.uns.ac.id/
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2. pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan

diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan.

3. Tindakan yang rasional berdasarkan nilai (value-rational action) yang
dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya
dengan nilai-nilai  yang diyakini secara  personal tanpa
memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil

atau gagalnya tindakan tersebut.

4. Tindakan afektif, yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-

orientasi emosional si aktor.

5. Tindakan tradisional yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang
sudah mengakar secara turun menurun.dan tindakan tradisional yang
ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara

turum menurun.

Beberapa tipe tersebut menunjukkan sifat aktor itu sendiri, karena
tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan
kondisi-kondisi internal, perwujudan tindakan-tindakan itu menunjukan
bahwa aktor memiliki kemampuan mengkombinasikan tipe-tipe tersebut
dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan

dalam suatu bentuk pencangkokan orientasi-orientasi terhadap tindakan.?

Dengan teori tersebut penulis ingin melihat bagaimana aktor yang

terdiri dari para ulama dan Tokoh Masyarakat Mugomulyo memainkan

24 1bid.


https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Afektif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Emosional
https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisional
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peran dan fungsinya sebagai agen dan dalam posisinya dalam struktur
sosial masyarakat. Bagaimana ditindakan-tindakan yang dilakukan menuju
perubaha dilakukan, berangkat dari sebuah gagasan-gagasan pembangunan
yang dilahirkan yang dikomunikasikan dengan masyarakat dan para pihak-
pihak yang berwenang, sehingga menjadi wacana dominan Juga akan
dilihat bagaimana signifikasi dalam ranah struktural dan pengaruhnya
terhadap tatanan sistem sosial masyarakat tersebut sehingga menghasilkan
power, yang menghantarkan pada terjadinya transformasi dalam politik dan

pembangunan.

. Political etic dan tindakan sosial

Inti dari teori politi etis dan tindakan di sini ialah bagaimana nilai-
nilai dan sistem norma serta sosial politik dan budaya yang ada
diformulasikan dan memberikan pengaruh terhadap cara berfikir dan
menjadi pijakan para aktor politik serta melahirkan aksi (tindakan) dan

kultur politik yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut.

Dalam konteks masyarakat desa mugomulyo teori tersebut dapat
diaplikasikan untuk melihat bagaimana sistem norma yang berlaku, tatanan
sosial budaya yang telah ada pada masyarakat, serta bagaimana dari hal
tersebut terefleksikan dalam tindak dan prilaku sosial mereka. Termasuk
para aktor politik (para penentu kebijakan) dalam menentukan arah

kebijakan-kebijakan dalam pembangunan. Penulis juga hendak melihat
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bagaimana implikasi dan konsistensi dari pola tersebut di dalam dinamika

pembangunan masyarakat, khususnya di Desa Mugomulyo.

Dalam konteks realitas masyarakat Mugomulyo di sini penulis
melihat bagaimana nilai-nilai etis serta dogma keagamaan yang sangat
menonjol dalam mempengaruhi pola prilaku dan berpikir para aktor baik
sebagai agen dalam ranah kultural maupun di ranah struktural. Sehingga
akan nampak dalam proses penentuan kebijakan dan paradigma yang
digunakan dalam mengelola pemerintahan dan  melaksanakan

pembangunan masyarakat.

Aplikasi dua teori tersebut di atas dapat dilogikakan secara sistematis

dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut:*

Norm sbg. agen ——»| interaksi »| dominasi Political

system etic/norm

SO-C!O_ Transformasi Political

system

Cultural .

system posisi dim | ——| signifikasi »  power POII'ttlcal
struktur cufture

% Dirangkum berdasarkan Bahan Ajar Mata Kuliah Kuliah llmu Politik dan Etika Politik,
oleh Dr. Subaidi, M.Si, pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program
Studi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, 2014/2015.
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G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun secara sistematis, terdiri atas lima bab yang

merepresentasikan variabel-variabel yang dibahas;

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan inilah tergambar
bagaimana karakter dan arah penelitian ini dilakukan. Di antaranya penulis
memaparkan bagaimana latar belakang dan kronologi masalah yang karenanya
penulis terdorong untuk melakukan penelitian, termasuk batasan-batasannya,
serta maksud dan tujuannya. Juga kajian pustaka yang memberikan penegasan
posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian-penelitian yang sudah ada.
Termasuk teori yang digunakan sebagai pisau analisis atas masalah-masalah

yang menjadi pokok bahasan, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis menceritakan tentang kondisi sosial, politik dan
sistem budaya, serta potensi dan sumber daya yang ada pada Masyarakat
Mugomulyo, termasuk eklusifitas kepemimpinan tradisional di bawah tokoh-
tokoh lokal di dalamnya. Dalam bab ini pula penulis menjelaskan berbagai
upaya dan tindakan yang dilakukan oleh segenap tokoh masyarakat dalam
upaya mewujudkan otonomi masyarakat dalam pembangunan dan melepaskan
diri dari diskriminasi dan ketidakadilan dalam politik pembangunan di

lingkungan wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada bab tiga penulis membahas tindakan-tindakan yang dilakukan ke
arah transformasi, pola integrasi dan kerjasama politik para tokoh masyarakat
yang terdiri dari para ulama dan aparatur desa sebagai proses untuk

mendapatkan otonomi politik pembangunan, yang dimulai dari pemekaran
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wilayah dan menjadikan Mugomulyo sebagai desa mandiri, mereposisi peran
para tokoh dan para agen masyarakat untuk ditempatkan pada posisi yang
memiliki kekuatan secara striktural sebagai upaya memperkuat pengaruh baik
di dalam masyarakat secara kultural maupun dalam pola hubungan dengan
pemerintahan secara struktural, merancang pembangunan Masyarakat di
berbagai sektor, baik yang bersifat material maupun non material yang
didasarkan pada dogma dan nilai-nilai norma, serta tradisi dan kearifan
mereka. Bagaimana wujud pelaksanaannya, dan bagaimana capaian-capaian

yang dihasilkan.

Pada bab keempat penulis melihat bagaimana signifikansi dari berbagai
tindakan politik pembangunan yang telah dilakukan, pengaruh dan dampak
positif negatifnya bagi masyarakat dalam tatanan sosial politik budaya dan

agama, serta berbagai upaya priventif yang lakunan.

Bab terakhir penulis berupaya menegaskan kembali dan menyimpulkan
inti dari pokok-pokok pembahasan secara jelas sesuai dengan pokok-pokok
persoalan dan ruang lingkup bahasan. Pada bab ini pula penulis memberikan
beberapa kritik datau saran terkait persoalan penelitian yang penulis lakukan,

untuk pemerintah, masyarakat, peneliti dan para akademisi.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Problematika politik dan pembangunan yang terjadi pada Masyarakat
Mugomulyo sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya
merupakan salah satu bentuk contoh gambaran bagaimana pertautan antara politik
dalam arti kekuasaan dan prerogatif atas kebijakan-kebijakan pembangunan pada
wilayah-wilayah pelosok pedesaan. Pembahasan mengenai hal tersebut dalam

thesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masayarakat Mugomulyo merupakan kelompok masayrakat yang secara sosial
memiliki basis kultur dan budaya yang kuat untuk mengelola diri dengan
kearifan lokal mereka, serta kuatnya pola hidup kebergamaan dan gotong-
royong yang diakomodir dengan kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan
tradisional dalam masyarakat tersebut menjadi lebih dominan perannya dalam
mempertahankan eksistensi budaya dan mengatasi segala persoalan
kemasyarakatan khususnya dalam pembangunan baik dalam bidang fisik
maupun non fisik. Hal itu karena sistem pemerintahan formal dengan program-
programnya yang kurang memihak pada masyarakat dan cenderung
diskriminatif, sehingga tidak dapat dirasakan keberadaannya dalam
meningkatkan taraf hidup dan memenuhi kebutuhan sosial masayarakat.

Namun kekuatan tradisional saja tidak cukup menjadi sarana untuk mencapai

123
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keberhasilan pembangunan dalam skala besar tanpa didukung oleh kekuatan

struktural yang memihak pada masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh kekuatan
politik secara struktural dalam pembangunan antara lain yang paling pokok

adalah dengan langkah-langkah;

a. Mengupayakan pemekaran untuk Mugomulyo menjadi desa mandiri,
sehingga dengan demikian memiliki kekuatan untuk mengatur keluarga
sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang tidak melepaskan pola tradisi dan

kultur masyarakat setempat.

b. Mereposisi kedudukan tokoh-tokoh masyarakat sebagai agen masyarakat
untuk menduduki posisi-posisi penting dalam struktur pemerintahan desa
yang telah dimekarkan. Hal tersebut terjadi atas kehendak masyarakat
secara umum, sehingga menjadi kuat posisinya baik dalam ranah struktural
formal maupun secara kultural, untuk pemngembangan masyarakat dan

pembangunan baik fisik maupun non fisik.

c. Merancang program kerja bersama masyarakat yang diwakili oleh para
tokoh, dan melaksanakannya dengan support dana dari pemerintah yang
dialokasikan untuk desa, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam

upaya memperoleh capaian hasil yang efektif dan lebih efesien.

Pemekaran Desa Mugmulyo dan dibentuknya pemerintahan baru dengan

tatanan yang sesuai dengan corak tradisi dan budaya serta memperhatikan



125

kepentingan masyarakat sebagaimana tersebut menjadi jembatan bagi
Masyarakat Mugomulyo untuk berkembang dan melakukan pembangunan

secara integral di segala bidang.

. Proses pembangunan yang terjadi pada Masyarakat Mugomulyo dilakukan
secara terstruktur dan terarah dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) yang dilaksanakan dengan pengkajian masalah berdasarkan
skala prioritas, dituangkan dalam RKP dan RAPBDes yang telah disepakati
dalam tiap tahun anggaran. Juga mengakomodir program-program pemerintah
supra desa yang diperuntukkan bagi desa. Program pembangunan yang telah

dilaksanakan tersebut secara garis besar mencakup:

a. Bidang fisik; yang meliputi pembangunan infrastruktur dan sarana
prasarana umum, termasuk pembangunan kantor desa sebagai pusat
administrasi beserta perlengkapannya, pengadaan prasarana pendidikan
dan keagamaan, pengerasan jalan desa, pembangunan dan perbaikan jalan-
jalan usaha tani/akses ekonomi, jalan lintas antar RW/dusun, pengerukan
dan pemeliharaan sungai/parit sebagai akses transportasi dan jalur usaha

ekonomi melalui air, dan sebagainya.

b. Bidang non-fisik; yang meliputi penguatan sistem pendidikan dan
peningkatan sumberdaya masyarakat dengan berbagai kegiatan pendidikan
dan pelatihan untuk memperluas wawasan, melatih ketrampilan,

meningkatkan kemampuan, kesadaran dan etos kerja sebagai aparat dan
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sebagai warga masyarakat, membentuk dan menggalakkan peran Dasa
Wisma dalam pemberdayaan keluarga dan pembiasaan hidup sehat.
Termasuk pemberian support dana operasional untuk TPQ, pemberian
bisyarah/tunjangan  kepada guru-guru pengajian seadanya untuk
memberikan sedikit kesejahteraan (yang mana sebelumnya sukarela/tanpa

gaji), pemberian support dana untuk kader posyandu, dan sebagainya.

4. Terjadinya transformasi Politik pembangunan Masyarakat Mugomulyo yang
dicapai dengan pemekaran desa dapat dikatakan signifikan karena memberikan
pengaruh positif bagi pembangunan dan pengembangan masyarakat serta
memperkokoh tradisi dan budaya yang ada. Di antara sisi positif tersebut

antara lain:

a. Masyarakat tidak lagi terikat oleh kebijakan yang dilakukan oleh desa
induknya dan dapat mandiri dalam menentukan kebijakan dan penguasaan
wilayahnya tanpa diskriminasi.

b. Pembangunan dapat dilakukan dalam skala lebih besar dan berkelanjutan

dengan adanya support dana dari pemerintah untuk desa.

c. Mugomulyo dapat bersaing dengan desa-desa yang lain dengan potensi

yang diakui oleh pemerintah secara khusus untuk Masyarakat Mugomulyo.

d. Peranan pemerintahan formal desa dalam pembangunan lebih dapat
dirasakan oleh masyarakat, sehingga tidak perlu lagi adanya dualisme

kepemimpinan dalam satu wilayah.
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e. Pasar desa yang dibangun di desa memberikan akses kemudahan bagi
warga masyarakat, baik dalam memenuhi kebutuhan harian rumah tangga,

memasarkan hasil produksi dan melakukan usaha ekonomi perdagangan.

f. Norma-norma adat masyarakat yang sebelumnya tidak tertulis dan berlaku
secara non-formal, dapat diformulasikan dalam peraturan desa yang

tertulis, dan memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat.

5. Dalam beberapa kasus, faktor internal dan eksternal yang menjadi tantangan
dan memberikan pengaruh atas tida lambannya pembangunan dan atau tidak
maksimalnya target yang diharapkan. Faktor internal dapat disebabkan karena
minimnya pengetahuan tentang politik, penempatan job kerja yang kurang
sesuai dengan backround pendidikan, terjadinya rangkap jabatan dalam
beberapa sektor, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi
antaranya karena, kurangnya komunikasi pemerintah supra desa terkait
program-program yang dialokasikan untuk desa, adanya oknum-oknum yang
melakukan kecurangan dalam pelaksanaan proyek untuk desa, adanya tarik-
menarik kepentingan antar elit, terbatasnya akses inforasi, mahalnya biaya
operasional pembangunan untuk angkutan, PLN yang belum memadai untuk
desa, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan internal
dibenahi dan diselaraskan seiring perjalanan waktu secara bertahap.
Sedangkan persoalan-persoalan eksternal maka dilakukan upaya negosiasi dan

kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
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Adapun kekhawatiran akan terjadinya resistensi terhadap budaya dan
kemapanan keberagamaan masyarakat, pemerintah desa bersama segenap
jajaran dan tokoh Masyarakat Mugomulyo telah melakukan langkah-langkah

sebagai upaya priventif, antara lain:

a. Menggiatkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada penekanan

terbinanya mental spiritual bagi Masyarakat

b. Meregulasikan nilai-nilai norma tradisi masyarakat yang telah berlaku ke
dalam peraturan desa sebagai pedoman dan landasan hukum yang lebih
kuat untuk melakukan tindakan represif terjadinya pelanggaran. Di antara
peraturan desa yang terpenting terkait hal ini ialah Perdes No. 02 Tahun
2012 Tentang Dasar Hidup Bermasyarakat Desa Mugomulyo, Perdes No.
06 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Kewajiban Belajar dan Perdes No.
09 Tahun 2013 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum Masyarakat

Desa Mugomulyo.

Berdasarkan analisa terhadap data dan fakta-fakta yang ada, masyarakat yang
memiliki basis keagamaan yang kuat dan terorganisir secara massif, akan
cenderung lebih agresif dan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain nilai-
nilai dogmatis (kepercayaan agama) masyarakat akan menjadi pendorong dan
memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter, sikap, dan pola
bertindak mereka dalam berbagai hal, di mana segala prilaku dan kebijakan

tidak hanya dikaitkan dengan keuntungan dan kepentingan yang bersifat
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meteril di dunia saja, tetapi juga dikaitkan dan diorientasikan untuk tujuan-
tujuan yang bersifat eternal (akherat), yang merupakan refleksi daripada apa

yang dipercaya oleh masyarakat.

B. Kritik dan Saran

Terkait penelitian ini ada beberapa saran penulis yang disampaikan kepada

beberapa pihak:

1. Kepada pemerintah supra desa kiranya melihat lebih dekat terhadap persoalan
yang sebenarnya terjadi pada masyarakat pedesaan sehingga tidak terjadi
alokasi dana/proyek yang tidak tepat guna daripada apa yang mereka
butuhkan. Demikian halnya perlu adanya pengawasan yang ketat dan
koordinasi dengan jajaran terkait dalam melaksanakan proyek-proyek
pembangunan untuk masyarakat di desa-desa, sehingga tidak disalahgunakan
atau diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk

kepentingan pribadi dan golongan.

2. Kepada pemerintah desa perlunya meningkatkan komunikasi yang inten dan
kerjasama dengan berbagai pihak, dengan pemerintah supra desa, dan juga
dengan desa-desa tetangga untuk upaya meningkatkan sumberdaya, dan
mewujudkan pembangunan masyarakat yang dalam berbagai bidang,
khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar desa,

usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan hasil pertanian.
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Sebab kondisi alam yang ada dalam kesatuan geografis antara beberapa
wilayah desa sekitar Mugomulyo memiliki keterkaitan yang saling

memberikan pengaruh terhadap satu dengan yang lain.

. Kepada para peneliti selanjutnya, terkait dengan penelitian ini kiranya bisa
melakukan kajian lebih dalam terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam
kebijakan pembangunan, seperti halnya kasus kecurangan dan penyelewengan
dalam proyek-proyek pembangunan, tentang sistem pengawasan dalam proyek
pembangunan untuk desa, problem tentang jabatan-jabatan rangkap dan
pengaruhnya terhadap efektifitas kerja, tentang intensitas hubungan para
pemimpin dengan masyarakat, dan sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh
penulis ini juga terbatas pada lingkup Masyarakat Desa Mugomulyo, oleh
karena itu para peneliti selanjutnya kiranya dapat melakukan penelitian di
daerah-daerah pelosok desa yang lain pada masyarakat sekitar Mugomulyo

dan dapat membandingkan bagaimana dinamika dan kompleksitasnya.

. Kepada pihak akademik, kiranya dapat menfasilitasi para peneliti dan
mahasiswa untuk mengembangkan research secara sistemasis untuk
masyarakat pelosok-pelosok pedesaan khususnya di luar jawa termasuk
sumatra, dan melihat problem masyarakat pedesaan sebagai persoalan yang
kompleks dan beragam. Bahwa persoalan-persoalah yang terjadi dan dihadapi
oleh masyarakat di pelosok-pelosok pedesaan tidaklah cukup dapat difahami

dengan asumsi dan teori-teori yang telah ada yang dikonklusikan dari research
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yang dilakukan di suatu wilayah yang lain. Karena masing-masing tempat
memiliki corak dan kompleksitas persoalan yang berbeda-beda, tetapi perlu
dikembangkan penelitian yang dilakukan dengan endekatan yang lebih intim
dengan masyarakat (intimated researchs) yang tidak sekedar mendiskripsikan
apa yang dilihat atau apa yang terjadi dan apa yang dikatakan beberapa pihak
secara sampling, tetapi hendaknya dapat pula memahami dan turut merasakan
hal-hal yang masyarakat secara personal tidak mampu mengungkapkannya
dengan kata-kata. Karena umumnya yang terjadi pada masyarakat pelosok
pedesaan yang eklusif mereka dapat merasakan apa yang mereka alami dan
terjadi pada diri mereka namun mereka terbatas kemampuannya dalam
berkomunikasi untuk mengungkapkan kenyataan tersebut. Sementara di sisi
yang lain, tidak sedikit kaum intlektual termasuk para peneliti touris
(pengunjung dari luar wilayah setempat) yang pandai menceritakan berbagai
persoalan yang mereka kaji secara empirik namum kurang pandai merasakan
hal yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat, sehingga tidak sedikit terjadi
kesalahan dalam memberikan kesimpulan. Oleh karena itu, dengan penelitian
yang dilakukan secara intim dalam hal ini akan muncul berbagai varian dan
atau teori-teori baru yang dapat dikembangkan secara akademis yang dapat

memperkaya khazanah pengetahuan.
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No Masalah Lokasi Penyebab Potensi Tindakan
yang layak
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01 | Gedung JI. Pesantren  |-Usia yang telah |-Swadaya Tambal sulam
Madrasah Desa lama masyarakat Pembangunan
Ibtidaiyah belum| Mugomulyo |_Keterbatasan -Tenaga gedung baru
permanen rusak dana gotong-royong | yang permanen
ringan -Bantuan

pemerintah

02 | Lantai gedung | JI. Pesantren [-Belum -Swadaya Perbaikan/
MTs dan MA Desa dikeramik masyarakat dikeramik
rusak ringan Mugomulyo -Bantuan

pemerintah

03 | Gedung Pondok | JI. Pesantren [-Bangunan yang |-Swadaya Tambal sulam
Pesantren Putera| Desa baru belum masyarakat Pembangunaan
Kurang 4 unit: | Mugomulyo | memadai. -Tenaga gedung baru
1) Asrama -Kondisi gotong-royong yang

santri 8 bangunan lama |_gantuan permanen.
(delapan) rusak berat. pemerintah
lokal, - Kondisi -
-Donatur lain
2) Asrama bangunan lama
Alumni dan rusak ringan.
guru 2 lokal,
3) Kantor
Pondok
Pesantren.
4) Tempat
MCK santri
semi
permanen
rusak ringan.

04 | Gedung Pondok | JI. - Kondisi - Swadaya Pembangunaan
Pesantren Puteri | Pendidikan bangunan lama | masyarakat gedung baru
belum Desa rusak berat -Tenaga yang
permanen, dan | Mugomulyo |_kondisi gotong-royong | Permanen.
:Zﬁ?begeublzann n bangunan lama  |_gantyan Rehap/tambal
5 unit - y rusak ringan pemerintah sulam
1) Asrama -Donatur lain

santri 11
lokal,




2) Asrama

Alumni dan
guru 3 lokal,
3) Kantor
Pondok
Pesantren.
4) Mushalla
Puteri
5) Sarana MCK
santri semi
permanen
rusak ringan
05 | Lantai gedung | Jalan -Keadaan lantai |- Swadaya Dikeramik
Majelis Ta’lim | Pendidikan belum masyarakat
Muslimat Nurul | Desa dikeramik -Bantuan
Hidayah perlu | Mugomulyo pemerintah
rehab
06 | Gedung LPTQ | - -Dana belum -Swadaya Menganggarka
belum ada tersedia masyarakat n dana untuk
-Tenaga pembangunan
gotong-royong | 9edung.
-Bantuan
pemerintah
07 | Prasarana tempat - Keterbatasan - Swadaya Penggalangan
ibadah (masjid dana masyarakat dana oleh
dan mushalla- -Usia bangunan |- Tenaga masing-masing
mushalla di yang telah lama | gotong-royong | Pengelola/
masing-masing _Bantuan pengurus uptuk
RT) belum - melengkapi
memadai. pemerintah prasarana yang
kurang
Memberikan
subsidi untuk
melengkapi
prasarana
tempat ibadah
08 | Kesejahteraan | - - Keterbatasan - Swadaya Meningkatkan
Guru Madrasah, dana swadaya masyarakat perhatian
Pondok -kurang adanya |- Subsidi terhadap
Pesantren, perhatian pemerintah kesejahteraan
Majelis Ta’lim pemerintah mereka

dan pengurus/
pengelola belum
memadai.

melaluai RAPB
Desa dan atau
instansi
masing-
masing.
Meningkatkan
kekerjasama
dengan




berbagai pihak
dan pemerintah

B. BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN

No Masalah Lokasi Penyebab Potensi Tindakan yang

layak

1 2 3 4 5 6

01 | Tempat Desa Tingkat - Swadaya - Menigkatkan
Mandi, Mugomulyo kemampuan | _ Gotong- pemahaman
Mencuci, dan masyarakat royong terhadap
buang air yang vareatif | Subsidi mas;_/arakat akan
(MCK) warga Kesadaran pemerintah. pentingnya
rata-rata sebagian sarana MCK
masih warga yang d_an kesehatan

derhana d masih minim. lingkungan.
sedernana dan - Mendorong
belum masyarakat
permanen. untuk
membangun
sarana tersebut
yang layak
sesuai dengan
kemampuan
masing-masing.
- Mengupayakan
bantuan
(subsidi)
terhadap mereka
yang kurang
mampu.

02 | Persediaan air | Masing- Kondisi alam/ | - Swadaya - Menggalang
bersih belum masing RT lingkungan masyarakat dana melalui
memadai Keterbatasan | - Tenaga masing-masing

dana gotong- RT/RW
Kesadaraan royong - Memaksimalkan
warga yang - Subsidi potensi dan
masih relatif pemerintah swadaya yang
rendah. ada untuk
mengadakan
persediaa air
bersih.
- Mengupayakan
bantuan
(subsidi) dari
pemerintah

03 | Pelayanan - Perhatian - Swadaya - Meningkatkan
kesehataan pemerintah masyarakat kerja sama
terhadap yang kurang | _ sypsidi dengan




masyarakat maksimal pemerintah pemerintah
khususnya Kemampuan Mengadakan
masyarakat masyarakat pelayanan
kurang kesehatan secara
mampu belum gratis bagi
maksimal masyarakat
kurang mampu
04 | Penataan Kesadaran Swadaya Penyuluhan dan
pekarangan masyarakat masyarakat bimbingan
rumah belum yang masih
memenuhi relatif rendah

standar rumah
sehat

05 | Apotik hidup Kesadaran Swadaya Penyuluhan dan
di lingkungan masyarakat masyarakat bimbingan
perumahan yang masih tentang
warga belum relatif rendah pengelolaan
memadai Kondisi alam apotik hidup

06 | Pemagaran Keterbatasan Swadaya Diadakan lomba
jalan dan dana. masyarakat keindahan jalan/
rumah-rumah Kesadaran Subsidi lingkungan
warga belum warga akan pemerintah rumah
ada pentingnya

pagar

07 | Tempat Kesadaran Swadaya Mendorong
pembuangan warga akan masyarakat kesadaran
sampah pentingnya masyarakat
keluarga dan kesehatan terhadap
umum belum lingkungan pentingnya

dai kebersihan dan
. kesehatan
lingkungan

08 | Kandang Pengetahuan Swadaya Menertibkan
ternak belum dan kesadaran masyarakat kandang ternak
teratur warga yang yang belum

masih relatif teratur.
rendah.

Keamanan

yang belum

terjamin.

09 | Penyuluhan- Keterbatasan Mengupayakan
penyuluhan tenaga tenaga penyuluh
kesehatan penyuluh. kesehatan.
terhadap Keterbatasan Meningkatkan
masyarakat dana. kerja sama
masih terlalu dengan instansi




minim

terkait.

C. BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tindakan yang

No | Masalah Lokasi Penyebab Potensi |
ayak
1 2 3 4 5 6
01 | Produktifitas RW 01, RW Banyak lahan | - Swadaya - Pengoptimalkan
hasil/ 02, RW 03 sudah tidak masyarakat pemberdayaan
sumberekonom | bagian barat produktif dan | . Tenaga ekonomi
I masyarakat tidak terawat. gotong kerakyatan
dari bidang Akses royong (kelapa, pinang,
perkebunan hasil yang bantuan - Program
masih rendah sulit pemerintah sawitisasi
masyarakat

- Membentuk
kelompok kerja
yang
terorganisir.

- Bekerja sama
dengan
Perseroan
Terbatas (PT)
dalam
pengelolaan
lahan tidur.

- Memperbaiki
akses jalan/parit

01 | Badan Usaha Desa Keterbatasan | - Swadaya - Mengupayakan
Milik Desa Mugomulyo kemampuaan masyarakat berdirinya
belum ada dan sumber - Kinerja BUMDes.

dayayang ada | pengurus/ |- Menempatkan
Proporsionali- | pengelola petugas-petugas
tas dan yang profesional
profesionali- sesuai dengan
tas kerja bidang dan
pengurus yang pengalamannya
belum - Meningkatkan
memadai. kinerja

Masalah pengurus/
teknis pengelola.

- Menertibkan
sistem
administrasi.

02 | Sistem Keterbatasan | - Swadaya - Menempatkan
pengelolaan kemampuaan masyarakat personil
lahan dan dan sumber pengurus/
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upaya daya yang ada | - Kinerja pengelola bidang
peningkatan Proporsiona“t pengUI’US/ pertanian secara
hasil petanian as dan pengelola proporsional
belum .. propesionali- | - Subsidi yang memahami
teroganisir tas kerja pemerintah segala persoalan
dengan baik. pengurus yang yang dihadapi
belum petani.
memadai Menjalin
Kerjasama kerjasama
dan dengan pihak-
komunikasi pihak terkait
dengan Meningkatkan
instansi sumber daya
terkait kurang petani melalui
harmonis kegiatan-
Kesadaran kegiatan
masyarakat penyuluhan atau
yang masih yang sejenis.
relatif rendah. Mengoptimalkan
peran dan fungsi
Petugas
Penyuluh
Lapangan (PPL)
secara
profesional.

03 | Pengelolaan Rendahnya - Swadaya Meningkatkan
lahan dan potensi dan masyarakat kerjasama
peningkatan sumber daya | _ sybsidi dengan pihak-
hasil yang ada pemerintah. | Pihak terkait.
pertanian Kurangnya - Kinerja Memberikan
belum perhat_lan pengurus/ subsidi untuk
maksimal/ pemerintah pengelola. pengembangan
belum Kinerja pengelolaan
memadai. pengurus/ lahan petani.

pengelola Meningkatkan

belum pemahaman

maksimal terhadap tugas
pokok dan
fungsi pengurus
sesuai dengan
bidangnya.

04 | Pengembanga Keterbatasan | - Swadaya Mengupayakan
n home modal. masyarakat pengembangan
industry Prospek pasar | - Subsidi home industry
belum yang belum pemerintah dengan
maksimal/ mendukung. pembinaan dan

pelatihan
belum Kurangnya )
memadai perhatian Memberikan
pemerintah bantuan
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Minimnya
wawasan
masyarakat
tentang
pengelolaan
industri
rumah tangga

Kwalitas
produk yang
masih rendah

(subsidi).

- Mengupayakan/
mencari
trobosan pasar.

05

Penyuluhan
dan
penanganan
berbagai
macam
persoalan dan
masalah yang
dihadapi
petani belum
maksimal

Keterbatasan
sumber daya
yang ada.
Kinerja
pengurus
belum optimal

Kerja PPL
yang tidak
efektif.

- Swadaya
masyarakat

- Kinerja
pengurus
- Kinerja PPL

- Meningkatkan
kerjasama
dengan pihak-
pihak terkait.

- Meningkatkan
pemahaman
terhadap
Tupoksi
pengurus dan
PPL

- Mengoptimalkan
pelaksanaan
tugas masing-
masing

- Layanan
masyarakat

D. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA UMUM

Tindakan yang

pemerintaah

No Masalah Lokasi Penyebab Potensi
layak
1 2 3 4 B 6
01 | Kantor BPD | Desa Keterbatasan Swadaya Mengupayakan
belum Mugomulyo | dana masyarakat dibangunnya
terbangun Tenaga kantor melalui
gotong- ADD dan atau
royong Dana PNPM-MP
dengan
Bantuan/ :
subsidi melibatkan
. masyarakat
pemerintaah
02 | Kantor LPMD Desa Keterbatasan Swadaya Mengupayakan
belum Mugomulyo | dana masyarakat dibangunnya
terbangun Tenaga melalui ADD dan
gotong- atau Dana PNPM-
royong MP dengan
Bantuan/ melibatkan
subsidi masyarakat
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03 | Gedung PKK Desa Keterbatasan Swadaya Mengupayakan
belum Mugomulyo | dana masyarakat dibangunnya
terbangun Tenaga melalui ADD dan

royong MP dengan
Bantuan/ melibatkan
subsidi masyarakat
pemerintaah

04 | Gedung Jin. - Usia Swadaya - Tambal sulam
Posyandu Pendidilan bangunan masyarakat - Mengupayakan

- Bangunan royong yang permanen
permanen subsidi dan atau Dana
- Keterbatasan | pemerintaah PNPM-MP
dana dengan
melibatkan
masyarakat

05 | Kantor pos Desa - Belum ada Swadaya Mengusulkan
polisi belum Mugomulyo alokasi dana | masyarakat kepada
terbangun dari Tenaga pemerintah

pemerintah | gotong- dibangunnya
- royong Kantor Pos Polisi

06 | Kantor Babinsa | Desa - Belum ada Swadaya Mengusulkan
belum Mugomulyo alokasi dana | masyarakat kepada
terbangun dari Tenaga pemerintah

pemerintah | gotong- dibangunnya
. royong Kantor Babinsa

07 | Balai Desa/ Desa - Terbatasnya | Swadaya desa | Mengupayakan
gedung Mugomulyo dana. Tenaga dibangunnya
pertemuan gotong- melalui ADD dan
belum ada royong atau Dana PNPM-

MP dengan
Bantuan/ .
subsidi melibatkan
. masyarakat
pemerintaah

08 | Akses jalan darat:

a. Jalan - Keterbatasan | Swadaya - Meningkatkan
Pendidikan dana masyarakat potensi swadaya
RW 01, swadaya Tenaga desa yang ada
- Jalan Utama - Kualitas gotong- dan masyarakat

sepanjang 2 bangunan royong - Tambal sulam
KM telah yang telah | Bantuan/ - Mengupayakan
dikeraskan/ ada jelek subsidi dibangunnya
disemen 2 - Tingginya pemerintah dengan sertu/
meter, dan curah hujan. semenisasi
sepanjang 3 dengan ADD




KM jalan - Badan jalan dan atau Dana
setapak yang sempit PNPM-MP
dalam dengan
keadaan melibatkan
rusak ringan. masyarakat.

- Jalan akses Mengadakan
ekonomi pelebarab badan
(sawah) 3 jalan.

KM jalan
tanah, becek
saat turun
hujan.

b. Jalan Pelajar,

RW 02:

i i::)znn}gﬁga Keterbatasan | Swadaya Meningkatkan
210 KM dana masyarakat potensi swadaya
telah swadaya Tenaga yang ada.
dikeraskan/ Kualitas gotong- Tambal sulam
disemen bangunan royong Mengupayakan
dalam rusak yang telah Bantuan/ dibangunnya
ringan, dan ada jelek subsidi dengan sertu/
6.90 KM Tingginya pemerintah semenisasi
jalan tanah curah hujan. dengan ADD
b(_alum Badan jalan dan atau dana
disemen. yang sempit PNPM-MP

- Jalan akses dengan
ekonomi melibatkan
sawah masyarakat
(kanan-kiri) Pelebaran badan
3 KM jalan jalan
tanah dalam
keadaan
becek saat
turun hujan.

c. Jalan H. Sitong

RW 03;

3 i:;)znnngﬁéna Keterbatasan | Swadaya Menggas
180 M telah dana masyarakat dilaksanakannya
dikeraskan/d swadaya desa. pembangunan
isemen, dan Belum Tenaga Mengoptimalka
4 KM dalam tergagas gotong- n swadaya desa
keadaan sebelumnya | royong. yang ada.
tanah belum Subsidi Mengerahkan
dikeraskan/ pemerintah tenaga gotong-
disemen. royong.

- Jalan akses Melebarkan
ekonomi badan jalan

sepanjang 4




KM jalan
tanah, becek

saat turun
hujan.

d. Jalan lintas Keterbatasan | Swadaya Menggagas
antara RW 01 dana masyarakat dilaksanakannya
ij’:n RW 02h y swadaya desa. pembangunan
jalur tengah dan Belum Tenaga Mengoptimalka
barat belum

tergagas gotong- n swadaya desa
belum ada.
sebelumnya. | royong. yang ada.
Belum ada Subsidi Mengerahkan
Subsidi. pemerintah tenaga gotong-
royong.

e. Jalan lintas Belum Swadaya Menggagas
antara RW 02 tergagas masyarakat. dilaksanakannya
dé}n RW 03;1 : Keterbatasan | desa. pembangunan
Jalur tengajga dana Tenaga Mengoptimalka
barat belury swadaya otong- n swadaya desa
terbangun/belu g g y
m ada. Belum _ada royong. yang ada.

Subsidi. Subsidi Mengerahkan
pemerintah. tenaga gotong-
royong.
09 | Sarana

transportasi air:

a. Parit/sungai Pengerukan | Swadaya Meningkatkan
sepanjang RW dengan cirek/ | masyarakat. potensi swadaya
01 dalam tanggok’ desa. desa.
keadaan kurang dapat | Tenaga Memaksimalkan

Keterbatasan | royong. Mengupayakan
dana Subsidi cara pengerukan
swadaya pemerintah dengan alat
Biaya berat yang lebih
pengerukan efektiff.

alat berat

belum

terjangkau.

b. Parit/sungai Pengerukan | Swadaya Meningkatkan
sepanjang RW dengan cirek/ | masyarakat. potensi swadaya
02 dalam tanggok’ desa. desa.
keadaan kurang dapat | Tenaga Memaksimal-
dangkal. maksimal. gotong- kan gotong-

Keterbatasan | royong. royong.

dana Subsidi Mengupayakan
swadaya pemerintah cara pengerukan
Biaya dengan alat
pengerukan berat yang lebih
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c. Parit/sungai
sepanjang RW
03 dalam
keadaan
dangkal.

d. Parit lintas
(akses
ekonomi)
RW 02 ke
arah Parit 01,
02, 03, dan 4
(Proyek
Lestari)
Mugomulyo
barat dalam
keadaan
dangkal/
buntu.

alat berat
yang
membutuh-
kan biaya
besar.

Pengerukan
dengan cirek/
tanggok’
kurang dapat
maksimal.
Keterbatasan
dana
swadaya
Biaya
pengerukan
alat berat
yang membu-
tuhkan biaya
besar.

Kurangnya
perawatan.
Cara
penaganan
yang masih
serba
manual dan
kurang
tidak
terorganisir.

Koordinasi
kerja yang
kurang
baik.

Swadaya
masyarakat.
desa.
Tenaga
gotong-
royong.
Subsidi
pemerintah

Swadaya
masyarakat
desa.

Gotong-
royong.
Subsidi
pemerintah

efektiff.

Meningkatkan
potensi swadaya
desa.
Memaksimalkan
gotong-royong.
Mengupayakan
cara pengerukan
dengan alat
berat yang lebih
efektiff.

Melakukan
perawatan
dengan sistim
kerja yang
terorganisir.
Meningkatkan
koordinasi
kerja yang
lebih baik
Mengoptimalk
an tenaga
gotong-
royong.
Mengupayakan
subsidi
pemerintah
untuk
pengerukan
yang lebih
efektif.
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TABEL REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA MUGOMULYO TAHUN 2012-2015

A. REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2012

. - Overprestasi
No Uraian Komposisi Satuan Budget Swadaya/
1 2 3 4 5 6
01 | Belanja Langsung:
a. Pembangunan 7 Xx9m= 97,773,000 |- 44,227,000
Kantor Kepala Desa | 63 m? - Gotong-royong
masyarakat
b. Mobiler Kantor 8,000,000
c. Semenisasi jalan 212 x 1 X 25,800,000 | Gotong-royong
Pelajar 0.10 m

02 | Belanja Tidak
Langsung:

a. Honorarium

1) KepalaDesa |1x12bin 750,000 9,000,000
2) Sekertaris Desa |1 x 12 bln 500,000 6,000,000
3) Bendahara 1x12bln 350,000 4,200,000
4) Kaur desa 3x12bin 350,000 | 12,600,000
5) Ketua BPD  |[1x12bln 200,000 2,400,000
6) WakilBPD  |[1x12bln 150,000 1,800,000
7) Sekertaris BPD |1 X 12 bin 100,000 1,200,000
8) Anggota BPD |[4Xx12blin 100,000 4,800,000
9) KepalaDusun |2X12bln 225,000 5,400,000
10) Ketua RW 3x12bin 100,000 3,600,000
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11) Ketua RT 11x12bIn | 100,000, | 13,200,000
12) Banpol PP 2x12bln 350,000 8,400,000
b. Dana Operasional
1) Pilkades 2011 10,000,000 1,950,000
2) ATK Pemdes 1,800,000
3) ATKLPM 1,200,000
4) ATKBPD 350,000
5) Operasional 4,850,000
Pemdes
6) Operasional 1,000,000
BPD
7) Operasional 800.000
LPM
8) Konsumsi rapat 3,000,000
Pemdes
9) Konsumsi rapat 500,000
BPD
10) Konsumsi rapat 1,000,000
LPM
11) Pembinaan 5,000,000 | Tenaga pendidik
LPTQ nirgaji
12) Kegiatan PKK 5,000,000 | Kesukarelaan
& insentif Tenaga pembina
kader posyandu
JUMLAH 250,000,000 46,177,000
REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2012
Uraian Income Output
Penerimaan dari PNPM-MP 250,000,000
Penerimaan swadaya Masyarakat 46,177,000
Belanja langsung 175,800,000
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Belanja tidak langsung 120,377,000
TOTAL 296,177,000
B. REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013
No Nama Kegiatan Komposisi | Satuan Budget Swadaya
01 02 03 04 05 06
01 Pembangunan fisik:
a. Semenisasi 440 M? 54,267,000 Tenaga
Halaman MA gotong-royong
45 orang
b. Semenisasi 440 M? 54,267,000 Tenaga
Halaman Kantor gotong-royong
Kepala Desa 50 orang
c. Pembangunan 200x1m 24,753,000 Tenaga
rabat beton Jalan gotong-royong
Pelajar RT 09/ RW 50 orang
02
d. Lantai Keramik 9x10m 16,824,000
Kantor Kepala
Desa
e. Mobiler Kantor 1 Paket 3,000,000
f. Sanitasi Kantor 1 Paket 3,500,000
Desa
g. Pembuatan Sumur |1 unit 31,989,000
Bor Masjid
h. Pembangunan 25,600,000 | 134,316,000
tempat wudlu dan tenaga
masjid & sanitasi gotong-royong
2 Operasional
pemerintahan dan
kelembagaan
Honorarium 78,600,000
ATK Pemdes 1,174,000
ATK LPM 525,000
ATK BPD 150,000
Operasional Pemdes 4,850,000
Operasional BPD 1,000,000
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Operasional LPM 1000.000
Konsumsi rapat Pemdes 3,000,000
Konsumsi rapat BPD 500,000
Konsumsi rapat LPM 1,000,000
Support kegiatan PKK 3,380,000
Support kegiatan 1,620,000
Posyandu

Support kegiatan 5,000,0000
LPTQ

TOTAL 360,000,000 134,316,000

REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2013

Uraian Income Output

Penerimaan dari keuangan pemerintah DMIJ 360,000,000

Penerimaan dari swadaya Masyarakat/desa 134,316,000

Belanja langsung 348,516,000

Belanja tidak langsung 145,800,000
TOTAL 494,316,000

C. REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014
No | Nama Kegiatan Komposisi Satuan Dana Swadaya
1 2 3 4 5 6

01 | Sarana-

prasarana:

- Pembangunan |24 x20 m 39,019,000 Tenaga
rabat beton gotong
halaman Ml royong
tahap |
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- Keramik lantai
Madrasah

400,000,000

02

Infrastruktur
- Pembangunan
Jalan beton

Pelajar RT 08
- Pembangunan
Jalan beton
Pelajar RT 07
- Pembangunan
Jalan beton
Pendidikan

- Pembuatan
badan jalan
tanah manual
(JI. Lintas 1l
antara
Mugumulyo 1
dan 2)

- Pembangunan
jalan lintas
gedung sekolah

- Papan Informasi
dan baliho
kegiatan

100x 2 m

250x2m

630x2m

450x2.5

400 x 2 m

3 unit

35,523,000

85,283,000

225,200,000

18,950,000

141,012,000

825,000

Tenaga
gotong
royong
Tenaga
gotong
royong
Tenaga
gotong
royong
Tenaga
gotong-
royong

Tenaga
gotong-
royong

03

Pendidikan

- Support
kegiatan
masyarakat
maghrib
mengaji

- Training/ diklat

- Kegiatan
pendidikan
PAUD

- kegiatan LPTQ

1 Paket

14,196,000

4,994,000
47,860,000

5,000,000

05

Operasional
Pemerintah dan
lembaga

- Honorarium

- Perlengkapan
administrasi dan
Inventaris desa

- Dokumen
Penyusunan

XVII

77,400,000
13,310,000

4,738,000




Rencana
Pembangunan
- ATK Pemdes

- ATK LPM
- ATK BPD

- Operasional
Pemdes

- Operasional BPD
- Operasional LPM

- Konsumsi rapat
Pemdes

- Konsumsi rapat
BPD

- Konsumsi rapat
LPM

- Insentif kader
posyandu

- Support
kegiatan
PKK

825,000
575,000
50,000

4,400,000

1,000,000
1,000,000
1,500,000

150,000

750,000

1,600,000

9,768,000

TOTAL

1,134,928,000

REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2014

Uraian Income Output
Penerimaan dari keuangan pemerintah/negara 971,000,000
Penerimaan dari swadaya Masyarakat/desa 164,015,000

Belanja langsung

1,017,862,000

Belanja tidak langsung

117,066,000

TOTAL

1,134,928,000

1,134,928,000
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D. REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

XIX

No Nama Kegiatan komposisi Satuan Budget Swadaya
01 02 03 04 05 06
01 | Bidang kesehatan
- Pelatihan dan 15,000,000
penyuluhan
Kesehatan
- Operasional Kader 2,500,000
Posyandu
02 | Pendidikan &
ketrampilan
- Pelatihan home 25,000,000
industri
- Pelatihan menjahit 15,000,000
- Penguatan program 20,000,000
pengajian
03 | Sarana-prasarna
- Pembangunan 1 paket 95,000,000
pagar kantor kepala
desa
- Pembangunan jalan| 500x2.5 m 250,000,000 Tenaga
beton RW 01 gotong-
royong
- Pembangunan Jalan| 500x2.5 m 250,000,000 Tenaga
beton RW 02 gotong-
royong
- Pembangunan jalan| 200x2m 100,000,000 Tenaga
beton RW 03 gotong-
royong
- Pembangunan 1 unit 500,000,000
jembatan beton RW
01
- Pembangunan 1 unit 450,000,000
jembatan beton RW
02
- Pembangunan 1 unit 250,000,000 Tenaga
gedung posyandu gotong-
Lestari royong
- Pelebaran badan 600 m Tenaga
jalan RW 01 dan gotong-
RW 02 royong
- Nagguk/cirek parit Tenaga




gotong-
royong
05 | Pemerintahan dan
kelembagaan
- Honorarium dan 94,200,000
insentif perangkat
desa
- Operasional 20,000,000
kegiatan
pemerintah desa
- Operasiona 10,000,000
kegiatan RT/RW
- Operasional BPD 4,000,000
- Operasional LPMD 4,000,000
- Operasional 4,000,000
kegiatan PKK
TOTAL 2,108,700,000
REKAPITULASI PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2015
Uraian Income Output
Penerimaan dari keuangan pemerintah/negera (APBD,| 2 000,000,000
APBN)
Penerimaan dari swadaya Masyarakat/desa 158,700,000
Belanja langsung 1,972,500,000
Belanja tidak langsung 136,200,000
TOTAL 2,158,700,000 2,108,700,000
SILPA 50,000,000
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PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA MUGOMULYO
Sekretariat Jalan Pelajar Mugomulyo Kec. Sungai Batang Inhil Riau 29275

PERATURAN DESA MUGOMULYO
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG
DASAR HIDUP BERMASYARAKAT DESA MUGOMULYO

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUGOMULYO

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan bersama membina kehidupan
masyarakat yang madani di Desa Mugomulyo maka harus ada acuan
yang menjadi dasar hidup bermasyarakat di Desa Mugomulyo.

b. Bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana huruf a perlu
ditetapkan Peraturan Desa Tentang Dasar Hidup Bermasyarakat Desa
Mugomulyo.

Panca Sila dan UUD 1945

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

Lo

Mengingat

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tntang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUGOMULYO

dan
KEPALA DESA MUGOMULYO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DASAR HIDUP BERMASYARAKAT

DESA MUGOMULYO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Desa adalah Desa Mugomulyo
Kepala Desa adalah Kepala Desa Mugomulyo
Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Mugomulyo

Dasar hidup adalah nilai-nilai luhur yang dijadikan pandangan dan pedoman hidup oleh
masyarakat Desa Mugomulyo

Bermasyarakat adalah menjalankan kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh
seluruh warga Desa Mugomulyo yang mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku untuk
mencapai tujuan bersama

Visi adalah rumusan umum yang mencerminkan kondisi edial yang ingin dicapai pada
waktu yang akan datang

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi

Agamis adalah senantiasa melandaskan sikap, tindakan, atau perbuata kepada ajaran dan
nilai-nilai agama sebagai landasan berpijak dalam segala hal.

BAB Il
VISI MISI, TUJUAN DAN MOTTO DESA MUGOMULYO

Bagian Pertama
VISI MISI

Pasal 2

(1) Visi Desa Mugomulyo adalah terwujudnya “BALDATUN THAYYIBATUN

WARABBUN GHOFUR” (Desa yang baik, mendapatkan naungan rahmat dan
ampunan Allah).

(2) Misi Desa Mugomulyo;



Menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang teratur dan terarah dengan
berdasarkan suatu aturan masyarakat desa yang dinamis dan harmonis sesuali
dengan nilai-nilai agama dan moral budaya bangsa.

Meningkatkan ketaatan dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam melalui
kegiatan-kegiatan keagamaan, dan dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.
Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal dari tingkat dasar sampai
tingkat tinggi sebagai wadah pembinaan keilmuan, ketrampilan serta penguatan

mental sepiritual.
d. Mengembangkan pola hidup gotong royong.

e. Melestarikan budaya lama yang baik dan mengambil cara-cara baru yang

memberikan kemaslahatan (modern dan tetap agamis).

Bagian Kedua
TUJUAN

Pasal 3

(1) Menciptakan Desa Pesantren, yaitu desa yang menjunjung tinggi etika dalam prilaku
dan sikap berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya yang santun serta berahklak mulia.

(2) Mewujudkan Desa Swasembada, yaitu desa yang subur makmur dan berbudaya maju,

serta kesejahteraan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga
MOTTO DESA

Pasal 4

Motto Desa Mugomulyo terangkum dalam perpanjangan kata “PESANTREN”, yaitu;
- Persaudaraannya terjaga

- Ekonominya terjamin

- Santun perangai masyarakatnya

- Aman kondisi masyarakatnya

- Normatif tatanan sistemnya

Tertib lingkungan masyarakatnya

Religious dalam segala sikap dan prilakunya

- Elok dipandang mata, dan

Nyaman untuk semuanya.

BAB I11
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA DESA MUGOMULYO

Bagian Pertama
HAK-HAK WARGA DESA MUGOMULYO

Pasal 5

(1) Semua warga Desa Mugomulyo berhak:
a. Bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Desa Mugomulyo.
b. Mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum.
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c. Memperoleh kesempatan dalam mendapatkan pendidikan.
d. Mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan yang layak.

e. Berfikir, berpendapat, berkreasi dan Berfikir, berpendapat, berkreasi dan berkarya
sebagai upaya mengembangkan diri yang sejalan dengan aturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

f. Menjalanakan amaliah keagamaan yang benar.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tercabut karena melakukan pelanggaran
terhadap Peraturan Desa atau dilakukan secara melawan hukum.

Bagian Kedua
KEWAJIBAN WARGA DESA MUGOMULYO

Pasal 6

(1) Semua warga Desa Mugomulyo wajib:

a. Menjalankan kewajiban Agama Islam dan kewajiban sebagai warga Desa
Mugomulyo baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok.

b. Menjalin silaturrahmi dan hubungan baik dengan sesama warga, serta menjaga
persatuan dan kesatuan.

c. Menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman, serta keharmonisan sebagai
upaya menciptakan suasana hidup yang kondusif.

d. Menumbuh suburkan pola hidup gotong royong.
e. Mengutamakan kepentinga umum diatas kepentingan pribadi.

(2) Kewajiban Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diktum a adalah
menjalankan syariat Islam yang tercakup dalam Rukun Iman dan Rukun Islam, serta
ajaran Islam yang bersifat sosial lainnya.

Kewajiban sebagai warga Desa Mugomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diktum a adalah semua kewajiban warga yang diatur dalam Peraturan Desa
Mugomulyo.

@)

BAB IV
LARANGAN-LARANGAN

Pasal 7

(1) Semua orang/warga Desa Mugomulyo dilarang:

a.

Melakukan 5 perbuatan terlarang (Mo Limo); mabuk (miras/narkoba), main
perempuan (zina) atau yang sejemisnya, main judi, mencuri/merampok, dan
madat.

Bergaul dengan lawan jenis (bukan mahram) secara melampaui batas yang
diperbolehkan oleh Syari’at (pacaran).

Membuat, menonton, menyimpan, dan atau menyebarkan data-data yang berbau
porno yang dilarang oleh agama.

Melakukan/membuka segala jenis usaha sebagai sumber penghasilan tetap atau
sampingan yang dilarang oleh agama Islam.

Membuat kelompok-kelompok kenakalan (genk/premanisme) di dalam maupun
di luar wilayah Desa Mugomulyo.



f.  Melakukan tindakan provokatif, bertengkar dan atau melakukan perbuatan yang

mengarah pada anarkhisme/kriminalitas di dalam maupun di luar wilayah Desa
Mugomulyo.

g. Menghilangkan nyawa orang lain (membunuh) tanpa hak.

h. Membuat kerusakan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu
kedamaian dan keharmonisan hidup antara suku, agama dan ras (SARA).

i.  Melakukan segala bentuk perbuatan yang berlawanan dengan nilai-nilai agama,
adat istiadat, dan norma yang berlaku di masyarakat.

(2) Larangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 juga berlaku untuk orang asing/orang

luar Mugomulyo yang bertamu/tinggal di Desa Mugomulyo.

BAB V
KETENTUAN PELANGGARAN

Pasal 9

Pelanggaran terhadap Peraturan Desa Mugomulyo di bedakan atas; pelanggaran sangat berat,
pelanggaran berat, dan pelanggaran ringan.

Pasal 10

(1) Pelanggaran sangat berat adalah pelanggaran terhadap peraturan desa yang dikategorikan
sebagai dosa besar, atau pelanggaran yang dapat berakibat terjadinya bahaya (dlarar)
besar atau kerusakan secara fatal (mafsadat) terhadap:

a.

o a0 o

agama;
nyawa (kehidupan);
akal;

keturunan;

harta, dan

sistem pemerintahan

(2) Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap peraturan desa di bawah tingkat
pelanggaran sangat berat, atau pelanggaran yang dapat menyebabkan/menghantarkan
kepada terjadinya pelanggaran sangat berat, dan bahaya terhadap kerusakan lingkungan.

(3) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap peraturan desa yang tidak termasuk
dalam kategori berat dan sangat berat, yang dipandang dapat mengganggu ketertiban
masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

(1) Sanksi diberlakukan kepada setiap warga Desa Mugomulyo yang melakukan
pelanggaran terhadap Peraturan Desa.

(2) Sanksi diberlakukan untuk mengembalikan suasana Desa agar kembali kondusif dan
pelaku pelanggaran kembali sadar untuk meberhentikan pelanggaran.

(3) Sanksi dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang
dilakukan.

(4) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasi menjadi 3;
a. Sanksi ringan



b. Sanksi berat, dan
c. Sanksi sangat berat .

Bagian Pertama

SANKSI RINGAN
Pasal 12

Sanksi ringan diberikan kepada pelaku pelanggaran ringan berupa nasehat, peringatan dan
atau teguran dari yang berwenang.

Bagian Kedua
SANKSI BERAT

Pasal 13

Sanksi berat diberikan kepada pelaku pelanggaran berat dapat berupa;

a. Teguran keras yang disertai dengan pernyataan tertulis dari pihak pelanggar untuk tidak
mengulangi pelanggran, dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Diajukan ke sidang Pengadilan Desa (rembug desa) untuk mendapatkan pengadilan yang
layak/ ta’zir sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Ketiga
SANKSI SANGAT BERAT

Pasal 14

(1) Sanksi sangat berat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran sangat berat berdasarkan

ketentuan yang berlaku yang diputuskan dalam sidang Pengadilan Desa (rembug desa).
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa;

a. Dicabut haknya sebagai warga Desa Mugomulyo.

b. Disita sebagian hak miliknya sebagai kas desa.

¢. Mengembalikan kerugian yang timbul dari pelanggaran Perdes kepada pihak yang

dirugikan.
d. Dilengserkan/diasingkan dari desa Mugomulyo minimal selama satu tahun.

e. Dilengserkan dari Desa Mugomulyo dengan tidak hormat dalam waktu tidak
terbatas.

f. Diserahkan kepada yang berwajib.

BAB VII
PERATURAN TAMBAHAN
Pasal 15

(1) Bagi orang non-muslim yang karena melaksanakan tugas pemerintahan atau lainnya, dan
tinggal di Desa Mugomulyo maka harus menghormati dan menghargai terhadap warga
masyarakat yang mengamalkan ajaran agama Islam.






Lampiran 5

Menimbang

Mengingat

\NORAGIRI iy

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DESA MUGOMULYO

PERATURAN DESA MUGOMULYO
NOMOR 05 TAHUN 2013

TENTANG
PENDIDIKAN DAN WAJIB BELAJAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUGOMULYO

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4)Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional perlu
menetapkan Peraturan Desa Mugomulyo tentang Pendidikan

1. Panca Sila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008
Tentang Wajib Belajar

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tntang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Rl Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3143 );



Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUGOMULYO
dan
KEPALA DESA MUGOMULYO
MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN DESA MUGOMULYO TENTANG PENDIDIKAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Desa Mugomulyo ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewwujudkan proses pembelajaran
agar pesertan didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sehingga mereka
memiliki keuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasa, ahklak mulia,
pengendalian diri, srta keterampilan yang diberikan oleh masyarakat luas.

Peserta didik adalah warga masyarakat luas yang mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal maupun non formal.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor,
instruktur, dan sebagainya, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layananan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan beerjenjang yang terdiri
atas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang dapat dilaksankan secar berstruktur
dan berjenjang.
Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Warga masyarakat luas adalah warga masyarakat Desa Mugomulyo dan warga
masyarakat luar Mugomulyo.

Wiaijib belajar adalah program pendidikan minimal yang harusdiikuti oleh warga negara
Indonesia atas tanggung jawabPemerintah dan pemerintah daerah.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasijenjang pendidikan
menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD)dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain
yang sederajatserta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasahtsanawiyah (MTSs),
atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satubentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakanpendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salahsatu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakanpendidikan umum dengan kekhasan agama
Islam pada jenjangpendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMPadalah salah satu bentuk

satuan pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikandasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yangsederajat.

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalahsalah satu bentuk satuan
pendidikan formal yangmenyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan



agamalslam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,MI, atau bentuk lain
yang sederajat, di dalam pembinaanMenteri Agama.

BAB 11
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2
Pendidikan Desa Mugomulyo berdasarkan pancasila dan UUD 1945

Pasal 3

Pendidikan Desa Mugomulyo berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
kepribadian serta peradaban masyarakat yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Pasal 4

Pendidikan Desa Mugomulyo bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berahklak mulia, sehat
jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Nerara Indonesia
yang berkualitas serta bertanggungjawab.

BAB Il
AQIDAH DAN FAHAM

Pasal 5

Pendidikan Desa Mugomulyo beragidah Islam ala Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah, yaitu agidah
Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para Sahabatnya.

Pasal 6

Pendidikan Desa Mugomulyo di bidang aqidah mengikuti Faham Ahli Sunnah wal Jama’ah
yang difahami oleh Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Manshur Al-Maturidi, sedangkan bidang
Syari’ah mengikuti faham salah satu dari empat Madzhab, yaitu; Syafi’i, Maliki, Hanafi, dan
Hambali.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

(1) Pendidikan Desa Mugomulyo diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta
tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, dan kemajmukan bangsa.

(2) Pendidikan Desa Mugomulyo diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

(3) Pendidikan Desa Mugomulyo diselenggarakam dengan memberi keteladanan,
membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses
pembelajaran.

(4) Pendidikan Desa Mugomulyo diselenggarakan untuk melestarikan amal jariah dan
melanjutkan perjuangan para pendiri pendidikan dan perintis Desa Mugomulyo.
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BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA DESA, ORANG TUA, MASYARAKAT
DAN PEMERINTAH

Bagian kesatu
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA DESA MUGOMULYO

Pasal 8
Setiap warga Desa Mugomulyo mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang baik.
Setiap warga Desa Mugomulyo berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan
sepanjang hayat.

Pasal 9
Setiap warga Desa Mugomulyo yang berumur 7 tahun sampai dengan 18 tahun wajib
mengikuti pendidikan dasar dan menengah.

Setiap warga Desa Mugomulyo bertanggungjawab terhadap keberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan warga Desa Mugomulyo.

Setiap warga Desa Mugomulyo wajib mendukung dan ikut serta membangun sarana
pendidikan.

Bagian Kedua
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 10

Orang tua berhak untuk berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh
informasi tentang perkembangan pendidikan Desa Mugomulyo.

Orang Tua yang memiliki putera puteri usia wajib belajar berkewajiban memberikan
pendidikan dasar kepada putera puterinya.

Memberikan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan cara
mendaftarkan/menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk dididik dan dibina
sesuai dengan pola dan kebijakan yang berlaku di sekolah.

Bagian Ketiga
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi program pendidikan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban memberikan bantuan dana, perlindungan, pengawasan, dan
dukungan sumber daya dalam penyelengaraan pendidikan.



Bagian Keempat
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 13

Pemerintah berhak mengenalkan, membimbing, membantu dan mengawasi peyelenggaraan
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin tersedianya bantuan
dana guna terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat tanpa
diskriminasi.

BAB VI
JALUR, JENJANG, DAN TEKNIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
UMUM

Pasal 15

(1) Jalur pendidikan Desa Mugomulyo terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan
informal yang dapat saling melengkapi dan memperkuat.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka
melalui tatap muka atau jarak jauh.

Pasal 16
Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.
Pasal 17
Jenis pendidikan Desa Mugomulyo mencakup pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Bagian Kedua
PENDIDIKAN DASAR

Pasal 18

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan
menengah

(2) Pendidikan dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah, atau
bentuk lain yang sederajat.
Bagian Ketiga
PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 19

(1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar.
(2) Pendidikan menengah berbentuk Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain yang sederajat.
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Bagian Keempat
PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 20

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.

Pendidkan tinggi diselenggarakan dengan system terbuka melalu tatap muka atau jarak
jauh.

Pasal 21

Pendidikan tinggi berbentuk universitas.

Pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

Bagian Kelima
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

Pasal 22

Pendidikan non-formal diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan layanan
pendidikan yang berfungsi sebagai pendukung bagi pendidikan formal, dalam rangka
merealisasikan kewajiban belajar sepanjang hayat, termasuk pendidikan pondok
pesantren.

Pendidikan non-formal meliputi pendidikan keluarga, pendidikan kepramukaan,
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan ketrampilan
kerja, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan diri peserta
didik.

Pasal 23
Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dan
berbentuk kegiatan belajar secara mandiri

Pendidikan informal diutamakan untuk menanamkan melatih jiwa keagamaan,
kesopanan, keindahan, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya.

Bagian Keenam
PENDIDIKAN USIA DINI

Pasal 24

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.

Pandidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-
formal, atau informal.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk PAUD, Taman Kanak-
kanak (TK) atau Raudlatul Athfal (RA).

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal dapat berbentuk Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), dan
yang sejenis.

Pendidikan anak usia dini pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga.



BAB VII
BAHASA PENGANTAR

Pasal 25

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Negara menjadi bahasa pengantar utama
dalam pendidikan Desa Mugomulyo.

(2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal yang
diperlukan.

(3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada sebuah satuan
pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik.

BAB VIII
KURIKULUM

Pasal 26

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip
difersifikasi atau pembedaan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta
didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kepada;

Peningkatan iman dan takwa.

Peningkatan akhlak mulia

Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik.

Keragaman potensi daerah dan lingkungan.

Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
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Pasal 27

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
Pendidikan agama.

Pendidikan kewarganegaraan.
Bahasa.

Matematika.

Ilmu pengetahuan alam.

Ilmu pengetahuan sosial

Seni dan budaya.

Pendidikan jasmani dan olah raga.
Keterampilan/kerajinan. dan
Muatan lokal.
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(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

a. Pendidikan agama.
b. Pendidikan kewarganegaraan, dan
c. Bahasa



Pasal 28

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya
oleh satuan pendidikan masing-masing.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan sesuai dengan perguruan tinggi yang
bersangkutan dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk setiap program
study.

BAB IX
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 29

(1) Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan latihan, penelitian
dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

(2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan
pendidikan.

Pasal 30

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan
dialogis.
b. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.

¢. Memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai
dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

b. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
¢. Perlindungan hukum dalam melaksanakan fungsi kependidikan.
d

Kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Honorarium atau kesejahteraan dari badan penyelenggara pendidikan sesuai dengan
aturan yang berlaku.

BAB X
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 31
(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara wali peserta didik,
masyarakat, dan pemerintah.

(2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan dan diatur berdasarkan prinsip keadilan,
kecukupan dan keberlanjutan.

(3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi,
dan akuntabilitas publik (dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat).






Lampiran 6

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DESA MUGOMULYO

PERATURAN DESA MUGOMULYO
NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

MENIMBANG

MENGINGAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG KUASA
KEPALA DESA MUGOMULYO

bahwa dalam rangka menciptakan suatu tatanan kehidupan di
masyarakat Desa Mugomulyo yang aman, nyaman, tentram dan tertib
diperlukan adanya ketentuan dibidang ketentraman dan ketertiban
umum yang dapat melindungi warga dan sarana/prasarana
pendukung;

bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa Tentang Pembinaan
Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Panca Sila dan UUD 1945

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tntang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Rl Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3143);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran
Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan atas Lembaran Negara



Nomor 623);

8. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan
Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik
Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Memori Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1660);

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209) junto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;

12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUGOMULYO
dan
KEPALA DESA MUGOMULYO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MUGOMULYO TENTANG PEMBINAAN

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Desa adalah Desa Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir
Dusun adalah bagian wilayah dari Desa Mugomulyo yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan Pemerintahan Desa Mugomulyo

Pemerintahan Desa adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh
Pemerintahan Desa Mugomulyo dan Badan Permusyawaratan Desa Mugomulyo dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Mugomulyo.
Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Mugomulyo.

Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Mugomulyo yang dibentuk bersama-sama Badan
Permusyawaratan Desa dengan persetujuan Kepala Desa

Warga Desa Mugomulyo adalah setiap warga yang tercantum dalam Kartu Keluarga
(KK) Desa Mugomulyo.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

M)
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@)
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Ketentraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan
Pemerintahan dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan
teratur.

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi
segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Kendaraan adalah sarana perhubungan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk
transportasi atau angkutan.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga dan dana pensiun, bentuk usaha tetap dan usaha lainya;

Anak Sekolah adalah murid, siswa/siswi yang mengikuti pendidikan pada tingkat
MI/SD, MTs/SLTP, MA/SLTA.

Santri adalah murid yang mengikuti pendidikan/ pengajian di pondok pesantren pada
semua tingkat.

Kegiatan adalah aktifitas atau acara yang melibatkab banyak orang dalam rangka hajat
atau tujuan tertentu.

Pentas hiburan keyboard (orgen tunggal) adalah suatu kegiantan yang dilaksanakan
orang dan atau kelompok dalam hal acara resepsi hiburan ataupun kegiatan yang dapat
disamakan dengan itu.

BAB Il
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Peraturan Desa
ini adalah segala kejadian atau pristiwa yang berhubungan dengan Ketentraman dan
Ketertiban Umum.

Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah segala
bentuk kejadian/peristiwa atau perbuatan yang menyangkut dan atau berhubungan
dengan masyarakat umum, termasuk; tertib domisili, tertib keamanan lingkungan, tertib
tamu/orang asing, tertib kegiatan-kegiatan, tertib anak sekolah/santri, tertib acara
resepsi/hiburan, kesusilaan, dan sebagainya.

Dalam hal ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatas yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
tingkatnya, maka segala bentuk akibat hukum yang ditimbulkannya termasuk ancaman
hukumannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum bertujuan untuk menciptakan iklim agar
Pemerintah/Lembaga/ rakyat dan seluruh warga dapat melakukan kegiatan-kegiatan
untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman tertib dan teratur.

Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan perundang-undangan
yang berhubungan dengan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Terciptanya kesadaran ditengah masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan
ketertiban umum yang berkesinambungan, sehingga tercipta peran serta masyarakat
untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan kepantasan sosial serta relegiousitas,
sesuai dengan Peraturan yang berlaku.



BAB 111

PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DESA MUGOMULYO

Bagian Pertama
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

Pasal 4

(1) Setiap orang/badan/warga Desa Mugomulyo berhak atas ketentraman, keamanan, dan
kenyamanan hidup di wilayah Desa Mugomulyo.

(2) Setiap orang/warga Desa Mugomulyo berhak terlibat dan turut serta dalam menjaga
keamanan, kenyamanan, dan ketentraman di lingkungan masyarakat Desa Mugomulyo.

Pasal 5

(1) Setiap orang/badan/warga berkewajiban untuk ikut serta di dalam menjaga keamanan,
kenyamanan, dan ketentraman hidup di lingkungan Desa Mugomulyo dan sekitarya.

(2) Setiap orang/badan/warga sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib menaati segala
peraturan dan tata tertib yang berlaku demi terciptanya keamanan, kenyamanan, dan
ketentraman di lingkungan masyarakat Desa Mugomulyo dan sekitarnya.

(3) Setiap lembaga desa tingkat RT/RW bertanggungjawab/wajib mengadakan sistim
keamanan lingkungan (siskamling) di lingkungan RT/RW setempat.

(4) Setiap orang/badan/warga wajib melapor kepada RT/RW setempat jika
mendapati/menjumpai gerak-gerik yang mencurigakan dan atau perbuatan yang
melanggar/mengganggu terhadap tertib keamanan, kenyamanan dan ketentraman.

Bagian Kedua
TERTIB DOMISILI

Pasal 6

(1) Setiap orang dapat diakui sebagai warga Desa Mugomulyo jika telah
berdomisili/menetap di wilayah Desa Mugomulyo dan tercatat di dalam Kartu Keluarga
(KK) sebagai aggota keluarga Desa Mugomulyo.

(2) Berdomisili/menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga yang
meninggalkan/tidak berdomisili di Desa Mugomulyo untuk sementara waktu karena
suatu hal dengan menggunakan Surat Keterangan Jalan (SKJ) atau yang sejenis, dengan
tetap memperhatikan hak dan kewajiban sebagai warga Desa Mugomulyo.

Pasal 7

(1) Setiap warga yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga Desa
Mugomulyo karena meninggalkan Desa Mugomulyo maka wajib memberikan ganti
kerugian yang layak atas kewajiban yang tidak dapat ditunaikan.

(2) Setiap warga yang meninggalkan/tidak berdomisili di Desa Mugomulyo lebih dari 15
bulan tanpa keterangan dan melalaikan kewajibannya sebagai warga desa maka tercabut
haknya sebagai warga Desa Mugomulyo.



Pasal 8

Dispensasi/keringanan atas kewajiban yang dibebankan kepada warga sebagimana dimaksud
pada pasal 7 ayat (1) dan (2) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan dan kebijakan

Kepala Desa.
Bagian Ketiga
TERTIB TAMU/ORANG ASING
Pasal 9
(1) Setiap tamu/orang asing yang memasuki wilayah Desa Mugomulyo wajib patuh dan

)
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(4)

Q)

(6)

M)

tunduk kepada aturan yang berlaku di Desa Mugomulyo.

Setiap tamu/orang asing yang menginap/bermalam di rumah penduduk/warga Desa
Mugomulyo wajib melapor kepada ketua RT setempat dengan menunjukkan KTP atau
kartu identitas yang sah.

Tamu/orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah orang luar yang
memasuki wilayah Desa Mugomulyo dengan maksud tertentu.

Bagian Ketiga
TERTIB ANAK SEKOLAH/SANTRI

Pasal 10

Anak sekolah/santri wajib taat dan patuh terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku di
sekolah/pondok pesantren.

Anak sekolah/santri dilarang meninggalkan jam pelajaran/pengajian pada saat jam
pelajaran/pengajian berlangsung dan berkeliaran di lingkungan luar sekolah/pondok
pesantren tanpa alasan/izin dari pihak sekolah/pondok pesantren.

Anak sekolah/santri dilarang memasuki tempat-tempat hiburan, permainan dan atau
kegiatan-kegiatan lain yang bersifat tidak mendidik di dalam maupun di luar wilayah
Desa Mugomulyo, kecuali mendapat izin tertulis dari Kepala Sekolah/Pondok
Pesantren.

Anak sekolah/santri dilarang berbuat keonaran, berkelahi, tawuran, dan atau perbuatan
lain yang mengarah pada anarkhisme/kriminalitas di lingkungan masyarakat Desa
Mugomulyo.

Terhadap anak sekolah/santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4)
pasal ini diberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan/tata tertib sekolah dan pondok
pesantren.

Setiap warga Desa Mugomulyo yang menjumpai anak sekolah/santri melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) berkewajiban
melaporkan kepada pihak sekolah/pondok pesantren.

Bagian Keempat
TERTIB ACARA/KEGIATAN-KEGIATAN

Pasal 11

Setiap acara/kegiatan yang dilaksanakan dan melibatkan orang banyak harus
diketahui/mendapatkan izin dari yang berwenang dan melibatkan bagian/petugas
keamanan RT/RW setempat dan keamanan desa/Banpol PP.
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Setiap acara/kegiatan yang dilaksanakan bertempat ditengah/berdampingan dengan
khalayak penduduk/warga harus menjaga keharmonisan, kenyamanan dan ketentraman
hidup bertetangga.

Setiap orang/warga dilarang mengadakan/malaksanakan acara atau kegiatan yang
bertentangan dengan nilai-nilai agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku di
Desa Mugomulyo.

Bagian Kelima
TERTIB HIBURAN

Pasal 12

Setiap warga Desa Mugomulyo tidak diperkenankan mendirikan tempat/mengadakan
segala macam jenis hiburan yang bertentangan dengan etika kesopanan, kesusilaan, dan
atau berlawanan dengan ajaran agama Islam.

Hiburan berupa musik atau hiburan sejenis lainnya yang diperkenankan, yang
dibunyikan di malam hari di atas jam 24.00 maka wajib dimatikan/dengan volume
rendah/tidak mengganggu tetangga atau warga.

Setiap orang/warga Desa Mugomulyo dilarang keras menyertakan minum minuman
keras dan atau obat-obat berbahaya (narkoba) di dalam moment hiburan atau moment-
moment yang lain secara melawan hukum.

Terhadap orang atau kelompok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
TERTIB KESUSILAAN

Pasal 13

Setiap orang/warga Desa Mugomulyo dilarang bertingkah laku asusila di tempat ramai
maupun tempat-tempat sepi.

Setiap orang/warga Desa Mugomulyo dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau
bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.

Setiap orang/warga Desa Mugomulyo berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau
hidup/tinggal satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah
berdasarkan Undang-undang.

Setiap orang/warga Desa Mugomulyo dilarang dengan sengaja menyimpan, menonton
dan menyebarkan gambar-gambar/tayangan porno (pornografi), dan atau berprilaku
porno (porno aksi).

Setiap orang/warga Desa Mugomulyo berhak memberikan teguran atau melaporkan
orang-orang yang melakukan tindakan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan (4) kepada keamanan atau pihak yang berwajib dengan prosedur yang
benar.

Bagian Ketujuh
TERTIB PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

Pasal 14

Setiap orang atau badan di larang berjualan di jalan/trotoar, taman tempat umum,
jenjang umum dan atau tempat lainnya dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan



warga atau lalu lintas jalan, melainkan di tempat yang khusus di peruntukkan untuk
berjualan.

(2) Tempat khusus atau waktu yang di peruntukkan untuk berjualan sebagaimana di
maksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pasar Desa.

BAB IV
PENERTIBAN

Pasal 15

Dalam rangka menegakkan ketentraman dan ketertiban umum Kepala Desa Mugomulyo
membentuk tiem gabungan yang melibatkan RW, RT, banpol PP, Linmas, Bagian Hukum,
LSM, dan seluruh element masyarakat formal maupun non formal baik dalam bentuk
kelembangaan maupun perorangan.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Penyidik di Lingkungan Desa Mugomulyo diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana ringan (tipiring) bidang ketentraman dan
ketertiban umum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketentraman dan ketertiban umum, agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

c. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen lainnya berkenaan dengan tindak
pidana bidang ketentraman dan ketertiban umum.

d. Melakukan penggeledahan umum mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
barang-barang bukti tersebut.

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak
pidana di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

f. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (e) diatas.

g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketentraman dan
ketertiban umum.

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi.

i. Menghentikan penyilidikan.

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindakan
pidana di bidang ketentraman dan ketertiban umum menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.
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